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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Ija>rah pada Pembiayaan 

Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur)” ini ditulis 

untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi akad akad ija>rah 

pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan 

bagaimana perhitungan ujrah akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif dengan pola induktif. 

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi akad ija>rah pada 

pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, objek yang 

disediakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timuradalah berupa uang (dana) 

untuk keperluan pernikahan, selanjutnya anggota mencari kebutuhan 

pernikahan dan membayarkan sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia 

jasa. Hal tersebut dilakukan karena KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

belum bekerjasama dengan penyedia jasa dan belum mampu membeli 

sendiri peralatan pernikahan. Untuk perhitungan dan penentuan ujrah akad 

ija>rah di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timurditentukan dan disepakati di 

awal. Penentuan dan perhitungan ujrah di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

adalah menggunakan prosentase, untuk memudahkan dalam 

perhitungannya, sedangkan yang disampaikan kepada anggota adalah 

dalam bentuk nominal angka.Bagi anggota yang terlambat dalam 

melakukan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.- 

untuk setiap hari keterlambatan, namun ada juga anggota yang tidak 

membayar denda meskipun terlambat dalam pembayaran angsuran. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat menjadi 

masukan pada  KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur yaitu melakukan mitra 

dengan penyedia jasa dan membayarkan uang sewa tunai kepada mitra, 

baru kemudian menyewakan kembali kepada anggota dengan pembayaran 

secara angsuran, menambahkan pernyataan perwakilan (wakalah) kepada 

anggota secara tertulis dalam kontrak perjajian, dan mengingatkan anggota 

yang tidak membayar denda keterlambatan karena denda tersebut adalah 

kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota 

Kata Kunci: Ija>rah, Ujrah, Pembiayaan, Koperasi 
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DAFTAR TRANSLITERASI 

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 

(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

A. Konsonan 

No Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {t ط ’ ا .1

 {z ظ b ب .2

 ‘ ع t ت .3

 Gh غ th ث .4

 F ف j ج .5

 Q ق {h ح .6

 K ك kh خ .7

 L ل d د .8

 M م dh ذ .9

 N ت R ر .10

 W و Z ز .11

 H ه S س .12

 ’ ء Sh ش .13

 Y ي {s ص .14

   {d ض .15

Sumber: Kate L.Turabian. A Manual of Writers of Term Papers, Disertations (Chicago and 

London: The University of Chicago Press, 1987). 
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B. Vokal 

1. Vokal Tunggal (monoftong) 

Tandadan 
Huruf Arab 

Nama Indonesia 

 fath}ah A ــــــَــ
 Kasrah I ــــــِــ
 d}amah U ــــــُــ

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika 

hamzah berh}arakat sukun atau didahului oleh huruf yang berh}arakat 

sukun. Contoh: iqtid}a>’  (اقتضاء)  

2. VokalRangkap (diftong) 

TandadanHurufArab Nama Indonesia Ket. 

 fath}ahdanya’ ay a dan y ــــيَْ 

 fath}ahdanwawu aw a dan w ـــــَوْ 

Contoh : bayna ( بين ) 

 : mawd}u>‘ ( ضوعمو ) 

 

3. VokalPanjang (mad) 

TandadanHuru

f Arab 
Nama Indonesia Keterangan 

 fath}ahdanalif a> a dan garis di atas ــــاَ

 Kasrahdanya’ i> i dan garis di atas ـــيِ

 d}amah ــــُو
danwawu 

u> u dan garis di atas 

Contoh :al-jama>‘ah     ( الجماعة ) 

 : takhyi>r ( تخيير ) 

 : yadu>ru ( يدور ) 

 

C. Ta’ Marbut}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah  ada dua : 

1. Jikahidup (menjadi mud}a>f) transliterasinya adalah t.  

2. Jikamati atau sukun, transliterasinya adalah h. 

Contoh :shari>‘at al-Isla>m (مشريعةالاسلا) 

 : shari>‘ah isla>mi>yah (شريعةإسلامية) 
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D. Penulisan Huruf Kapital 

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau 

kalimat yang ditulis dengan translitersi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan 

penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama 

diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomiandi 

masyarakat, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah. 

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang 

berperan dalam menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat.  

Salah satu kegiatan usaha di lembaga keuagan mikro syariah adalah 

dalam hal penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. 

Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam 

menyediakan dana guna membiayai kebutuhan masyarakat yang 

memerlukannya dan layak memperolehnya.1 

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk lembaga 

keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat 

modern adalah pengembangan produk-produk pembiayaan syariah. Salah 

satu produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro 

syariah kepada masyarakat adalah dalam memperoleh  manfaat atau jasa, 

dan lembaga keuangan mikro syariah perlu merespon kebutuhan 

masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.2 

Pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan 

kekurangan. Manusia yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling 

                                                           
1Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah(Jakarta: Alvabet, 2002), 217. 
2Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  

(Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2014), 324. 
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membutuhkan. Sehingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang 

melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk memenuhi 

kebutuhannya. Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh 

masyarakat adalah pembiayaan dengan menggunakan akad ija>rah. 

Pembiayaan ija>rah  (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi 

keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pembiayaan ija>rah adalah kegiatan sewa menyewa yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu dasar dalam penyaluran 

dananya.3Dalam pembiayaan ija>rah juga menfasilitasi pembiayaan 

konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya 

pendidikan, naik haji, pernikahan dan lain-lain.  Seperti halnya yang 

dilakukan oleh KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur yang menyediakan 

berbagai macam produk penyaluran dana, salah satunya adalah 

pembiayaan pernikahan dengan menggunakan akad ija>rah. 

Pada dasarnya pernikahan cukup dilakukan dengan akad nikah (dalam 

agama Islam) dihadapan penghulu. Jika hal ini sudah dilakukan maka 

pasangan tersebut telah sah menikah secara agama dan hukum negara. 

Jika dilihat dari rukunnya, rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-

laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang 

akan mengakadkan pernikahan, dua orang saksi, ija>b yang dilakukan oleh 

                                                           
3Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 

524. 
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wali dan qa>bul yang dilakukan oleh suami.4 Rukun nikah tersebut harus 

ada dalam pernikahan, jika semua rukun sudah terpenuhi maka pernikahan 

sudah bisa dikatakan sah. 

Hanya saja jika kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, 

pernikahan biasanya diikuti dengan berbagai rangkaian acara yang 

mengharuskan untuk mengeluarkan biaya. Pernikahan dianggap sebagai 

peristiwa penting bagi manusia sehingga dirasa perlu disakralkan dan 

dikenang melalui adanya upacara atau pesta resepsi pernikahan. Berbagai 

kebutuhan pernikahan tentu memerlukan biaya yang cukup besar, tak 

heran jika masyarakat menganggap bahwa menikah membutuhkan banyak 

biaya. 

Melihat fenomena yang terjadi di atas, penulis dapat menilai bahwa 

menikah membutuhkan banyak biaya baik untuk pesta resepsi pernikahan 

atau keperluan-keperluan lainnya yang berkaitan dengan hajatan 

pernikahan. Sedangkan tidak semua orang mempunyai banyak uang untuk 

membiayai kebutuhan atau keperluan pernikahan, maka untuk menutupi 

kekurangan biaya tersebut tidak sedikit masyarakat yang memilih 

melakukan pinjaman dana untuk hajatan pernikahan, salah satunya adalah 

pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.Biasanya masyarakat 

datang ke KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan mengatakan bahwa 

membutuhkan dana untuk acara pernikahan, kemudian mereka  mengisi 

                                                           
4Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 200), 61. 
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formulir dan melengkapi persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK 

ahli waris, fotokopi jaminan berupa surat tanah dan slip gaji jika ada. 

Setelah itu pihak koperasi akan mengumpulkan data-data anggota, dan 

jika dinilai baik dan cukup maka satu sampai dua minggu sebelum hari 

resepsi pernikahan anggota yang mengajukan pembiayaan pernikahan 

akan dihubungi oleh pihak koperasi untuk melakukan akad pembiayaan 

dan pencairan dana.5 

 Oleh karena itu peranan lembaga keuangan seperti KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur sangat besar. Lembaga keuangan bukan hanya 

sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk 

kehidupan dunia saja akan tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah swt. Pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur ini terdapat sisi sosialnya yaitu untuk  membantu mereka 

yang sudah siap menikah tapi terhalang dana, selain  itu juga berfungsi 

mencegah orang-orang dalam berbuat maksiat dan membantu untuk 

menyegerakan pernikahan.6 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur merupakan lembaga keuangan 

syariah yang berjenis jasa keuangan non bank yang memberikan 

pelayanan simpanan dan pembiayaan yang terbaik kepada anggota dan 

masyarakat. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki kegiatan 

penghimpunan dana dari masyarakat, dan kegiatan penyaluran dana 

                                                           
5Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
6Kuswanto, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
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kepada masyarakat.Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat 

adalah dalam bentuk akad pembiayaan. Di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur sendiri, terdapat akad yang bermacam-macam. Salah satunya 

adalah akad pembiayaan ija>rah. Akad ija>rah pada KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur diaplikasikan dalam pembiayaan untuk pendidikan, 

pernikahan, sewa rumah atau stand usaha, biaya kesehatan, haji dan 

umroh. Produk ini dalam KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur disebut 

dengan pembiayaan ija>rah.7 

Adapun definisi dari pembiayaan ija>rah adalah transaksi sewa 

menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa 

termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk 

mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.8Seperti dalam  

firman Allah dalam surah al-Baqarah: 233 

ِِ تَسْتََْضِعموا أوَْلادكَممْ فَلا جمنَاحَ عَلَيْكممْ إِذَا سَ  وَإِنْ أرََدْتُمْ أَنْ  عْمُو َْ ْْ ِِ مُمْ  مُمْ ََا تتيَييْ ْْ لم   
لمونَ بَصِير 9 َْ َ بِاَ تيَعْ مْوا أَنم اللَّم َ وَاعْلَ  وَاتيمقموا اللَّم

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayarandengan cara 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilahbahwa 

Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”10 

Yang menjadi landasan ija>rah dari dalil tersebut adalah ungkapan 

‘apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut’. Redaksi 

tersebut menunjukkan bahwa jasa yang telah dilakukan terjadi 

                                                           
7Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 05 Oktober 2017. 
8Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 52. 
9Al-Qur’an, 2:233. 
10Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya(Bandung: Diponegoro, 2010), 37. 
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karenadiberikan adanya upah (fee) secara patut. Dalam konteks ini 

termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.11 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ija>rah adalah akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.12Dalam hadis disebutkan: 

  أن النبي صلى الله عليه وسلمم احتجاموااهنى فم عطيتملحجامامره 13
Diriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, 

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada 

tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Di dalam transaksi ija>rah yang menjadi objek adalah penggunaan 

manfaat atas sebuah barang atau aset, dan salah satu rukun ija>rah adalah 

harga sewa (ujrah). Praktik ija>rahbiasanya digunakan oleh orang atau 

pihak yang merasa kekurangan atau tidakmampu dalam memenuhi 

kebutuhannya sendiri dalam bidang jasa. Sehinggadibutuhkan bantuan 

orang atau pihak lain berupa jasa untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut.Sedangkan pihak yang memenuhi jasa mendapatkan 

ujrah/fee(upah) daripihak yang menerima pemenuhan jasa. 

Pada lembaga keuangan syariah khususnya KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur yang penulis angkat dalam penelitian ini, untuk pembiayaan 

pernikahan adalah menggunakan akad ija>rah.Sedangkan pada lembaga 

keuangan lainnya ada yang menggunakan akad mura>bahah untuk 

                                                           
11Achmad Farid, “Pembiayaan Ija>rah Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia 

Pribiobolinggo”, Iqtishoduna, No. 2 Vol. 6 (Oktober 2015), 79. 
12Fatwa Dewa Syariah Nasioanal No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ija>rah 
13HR. Ahmad 1130, Ibnu Majah 2163 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth. 
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pembiayaan pernikahan. Mura>bahahsendiri adalah suatu bentuk jual-beli 

di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok 

(modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok 

tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai 

kesepakatan.14Pada dasarnya prinsip ija>rahsama dengan prinsip 

mura>bahah, perbedaannya hanya terletak pada objek transasksinya. 

Apabila objek transaksi mura>bahahadalah barang, sedangkan pada 

ija>rahobjek transaksinya adalah barang dan jasa.15 

Menurut Kuswanto selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, 

pertimbangan koperasi dalam penggunaan akad ija>rahuntuk pembiayaan 

pernikahan adalah karena barang yang dugunakan untuk acara resepsi 

pernikahan tidak untuk dimiliki, melainkan bernilai sewa. Menurutnya 

orang yang ingin mengadakan acara resepsi pernikahan tidak akan 

membeli tenda (terop), membeli kursi, membeli meja, membeli kuwadi 

(panggung dekorasi), dan sound system, semua barang-barang tersebut 

pasti disewa oleh orang yang akan mengadakan ressepsi dan tidak untuk 

dimiliki.16 Namun Kuswanto tidak memungkiri bahwa ada lembaga 

keuangan lain yang menggunakan akad mura>bahah untuk pembiayaan 

pernikahan, menurutnya tidak salah jika ada yang menggunakan akad 

mura>bahah, Kuswanto berasumsi bahwa lembaga keuangan yang 

menggunakan akad mura>bahah untuk pembiayaan pernikahan 

                                                           
14Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 170. 
15Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 99. 
16Kuswanto, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
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menganggap bahwa acara resepsi pernikahan tetap membeli beras dan 

keperluan lain untuk makanan dan  minuman untuk tamu undangan. 

Kuswanto berpendapat bahwa menggunakan akad mura>bahah nilainya 

tidak bisa memenuhi dari seluruh kegiatan resepsi pernikahan, 

menurutnya cakupannya kurang luas, sehingga KSPPS Sri Sejahtera 

mengambil cakupan yang lebih luas dengan menggunakan akad ija>rah.17 

Sebelumnya penulis sedikit menyinggung mengenai mekanisme pada 

saat masyarakat mengajukan pembiayaan pernikahan. Setelah melalui 

berbagai tahap, koperasi melakukan pencairan dana kepada anggota. 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur hanya memberikan uang kepada 

anggota, selanjutnya anggota sendirilah yang menggunakan uang tersebut 

untuk mencari kebutuhan pernikahan seperti sewa tenda (terop), sewa 

kuwadi (panggung), sewa sound system, sewa meja kursi dan lain-lain dan 

anggota membayarkan sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. 

Dari penjelasan di atas penulis melihat bahwapraktik ija>rahpada 

pembiayaan pernikahan yang terjadi di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

dapat dikatakan bahwa uang digunakan sebagai alat komoditi sewa. 

Sedangkan kita semua mengetahui bahwa menyewakan uang hukumnya 

adalah haram. Selain itu pada fatwa Dewan Syariah Nasioanl (DSN-

MUI)tentang pembiayaan ija>rah menyebutkanbahwa objek akad ija>rah 

                                                           
17 Ibid. 
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adalah manfaat barang atau jasa.18 Namun di sini KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur tidak menyediakan barang yang dibutuhkan anggota untuk di 

sewakan seperti tenda (terop), sound system dan lain-lain. KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur hanya memberikan uang kepada anggota dan 

selanjutnya anggota sendirilah yang menggunakan uang tersebut untuk 

keperluan hajatan pernikahan yang dibutuhkan.  

Dari permasalahan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana 

mekanisme pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, 

danbagaimana implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 

Selain itu kita tahu bahwa lembaga keuangan seperti KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur adalah salah satu lembaga profit yang senantiasa 

mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan, apakah 

benar begitu yang dijalankan, lantas dari mana KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jenis ini. Seperti apa 

dan bagaimana perhitungan ujrahyang digunakan oleh KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur untuk medapatkan keuntungan dari pembiayaan 

pernikahan. Dalam Islam penentuan dan pembayaran upah dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan Dewan Syariah Nasional 

menetapkan ketentuan ujrah dalam fatwa DSN-MUI No.44/DSN-

MUI/VII/2004tentang pembiayaan multijasayang menyebutkan bahwa 

                                                           
18 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah 
Nasional.,,,59. 
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besar ujrahatau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal bukan dalam bentuk prosentase.19 

Pada praktiknya perhitungan dan penentuanujrahdi KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timurditentukan dan disepakati di awal, dan masih 

menggunakan prosentase, meskipun menurut customer servise Tri 

Agustina menyebutkan bahwa penggunaan prosentase tersebut hanya 

untuk memudahkan dalam perhitungannya saja, sedangkan yang 

dinyatakan kepada anggota adalah dalam bentuk nominalnya. Karena 

menurut Tri Agustina penggunaan prosentase identik dengan bunga, 

sehingga pihak KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timurtetap menyatakan bahwa 

penentuan ujrahtetap menggunakan nominal dan bukan prosentase.20 

Besarnya ujrahdi KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagai 

berikut; sebesar 2% digunakan untuk pelunasan dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun, 1,8% digunakan untuk pelunasan dalam jangka waktu 2 

(dua) tahun, 1,65% digunakan untuk pelunasan dalam jangka waktu 2,5 

(dua setengah) tahun.21Apabila anggota terlambat membayar kewajiban 

dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian, 

maka KSPPS Sri Sejahtera membebankan kepada anggota untuk 

membayar denda (ta’zir) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. 1.000,- 

(Seribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dana dari denda tersebut 

                                                           
19 Ibid. 
20Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
21Ibid. 
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diperuntukkan untuk dana sosial.22 Namun menurut Tri Agustina masih 

ada anggota yang terlambat dalam pembayaran angsuran tetapi tidak 

membayar denda keterlambatan. 

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

bagaimana implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan bagaimana perhitungan ujrahdari 

pembiayaan pernikahan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka 

penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Akad 

Ija>rah pada Pembiayaan Pernikahan (Studi Kasus di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Akad yang digunakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk 

pembiayaan pernikahan adalah akad ija>rah, sedangkan pada lembaga 

lain menggunakan akad mura>bahah. 

2. Implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur. 

3. Penentuan dan perhitungan ujrahakad ija>rah pada pembiayaan 

pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 

 

 

                                                           
22Surat Perjanjian akad ija>rah Pasal 7 Tentang Denda. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini 

akan dilakukan pembatasan agar penelitian ini lebih terarah. Penelitian ini 

fokus dalam halpenerapan akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur,serta perhitungan ujrahakad ija>rah pada 

pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka masalah yang akan  penulis 

teliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

2. Bagaimana perhitungan ujrahakad ija>rah pada pembiayaan 

pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, maka penulis 

mengumpulkan dan melakukan kajian awal terhadap  karya-karya yang 

mempunyai hubungan (relevan) terhadap topik yang ingin diteliti, agar 

dapat membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, yang diantaranya adalah: 

Pertama,Tugas akhir yang berjudul “Penerapan Akad Ija>rah Pada 

Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)” karya Ajeng Mar’atus Solihah 

MahasiswiJurusanMuamalat Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
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KalijagaYogyakarta Tahun 2014.23 Jenis penelitian lapangan dengan 

metode kualitatif, hasil penelitian ini adalah pelaksanaan akad ija>rah yang 

diterapkan dalam pembiayaan multijasa ini masih belum sesuai dengan 

hukum Islam. Karena dalam pelaksanaannya pihak penyedia objek harus 

terlibat dan kerjasama dengan lembaga keuangan, keduanya harus saling 

mengetahui, sedangkan pada BMT UMY penyedia jasa tidak menjalin 

kerjasama dan tidak saling mengetahui. Persamaan dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad ija>rah, dan perbedaan 

dengan penelitian ini adalah pada variabel pembiayaan multijasa, selain 

itu juga membahas tentang perspektif hukum Islam, sedangkan penulis 

membahas mengenai penerapan akad ija>rah tanpa perspektif hukum Islam. 

Kedua,Tugas akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Ija>rah  

Pada Pembiayaan Ija>rah  di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos 

Indonesia”karya Ahmad Pahrudin Mahasiswa Program Studi D3 

Muamalat (Ekonomi Islam) Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2014.24 Metode penelitian deskriptif analisis, 

hasil dari penelitian ini adalah mengenai praktik pembiayaan ija>rah  di 

KOSPPI, bahwa praktik perjanjian pada saat akad tidak dihadiri oleh 

notaris. Selain itu hasil lain yang ditemukan penulis adalah pembiayaan 

ija>rahyang telah dipraktekkan oleh KOSPPI bila ditinjau dari konsep fiqih 

                                                           
23Ajeng Mar’atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)” (Skripsi--UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014), 72. 
24Ahmad Pahrudin, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 60. 
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konstektual, fatwa DSN, dan SOP KJKS-UJKS ternyata sebagian sesuai 

namun sebagian sedikit belum sesuai dengaan ketentuan 

syara’.Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang penerapan akad ija>rah, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah 

pada variabel pembiayaan ija>rah, sedangkan penulis menggunakan 

pembiayaan pernikahan.  

Ketiga,Tugas akhir yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ija>rah 

Multijasa Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Artha Amanah 

Ummat Ungaran” karya Fitri Handayani Mahasiswi Program Studi D3 

Perbankan Syariah STAIN Salatiga Tahun 2014.25 Metode penelitian 

kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad yang digunakan 

pada praktik pembiayaan ija>rahmultijasa di BPRS Artha Amanah adalah 

akad ija>rah,  di mana pihak bank mendapatkan ujra>h  atas manfaat jasa 

yang diberikan, serta menggunakan akad wakalah sebagai akad 

pelengkap. Sedangkan kendala yang dihadapi BPRS adalah 

penyelewengan dana oleh nasabah, karena nasabah membayarkan sendiri 

kebutuhannya kepada pihak ketiga. Persamaan dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama membahas tentang ija>rah, dan perbedaan dengan penelitian ini 

adalah fokus yang dibahas peneliti lebih luas yaitu tentang pembiayaan 

ija>rah secara keseluruhan, sedangkan penulis lebih fokus pada penerapan 

akad ijar>ah  pada pembiayaan pernnikahan.  

                                                           
25Fitri Handayani, “Analisis Pembiayaan Ija>rah MultijasaBank Pembiayaan Rakyat (Bpr) 

SyariahArtha Amanah Ummat Ungaran” (Skripsi--STAIN Salatiga, 2014), 80. 
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Keempat,Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad Ija>rahPada 

Pegadaian Syariah Cabang Solobaru” karya Mukhlas Mahasiswa Program 

Magister Ilmu Hukum Fakutas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta Tahun 2010.26Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian 

ini adalah bahwa implementasi akad ija>rahpada pegadaian cabang 

Solobaru masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut 

dikarenakan praktik yang terjadi di lapangan masih ada hal yang 

menyalahi aturan norma dan bisnis Islam, diantaranya adalah seharusnya 

akad ija>rah adalah sewa manfaat dan bukanlah sewa modal. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad 

ija>rah, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian 

yaitu pegadaian syariah, sedangkan penulis di koperasi syariah. 

Kelima,Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Pembiayaan 

Multijasa Dengan Akad Waka>lah Wal Ija>rah Dalam Pembiayaan 

Pendidikan di BNI Cabang Pekalongan” karya Dadang 

MaisandiMahasiswa Progam Studi D3 Perbankan Syariah 

STAINPekalonganTahun 2011.27 Metode penelitian kualitatif, hasil dari 

penelitian ini adalah implementasi pembiayaan multijasa  untuk 

pembiayaan pendidikan di BNI Cabang Pekalongan dengan menggunakan 

akad Waka>lah Wal Ija>rah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

                                                           
26Mukhlas, “Implementasi Akad Ija>rah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru” (Skripsi--

Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 120. 
27Dadang Maisandi, “Implementasi Pembiayaan Multijasa DenganAkad Wakalah Wal Ija>rah 

dalam Pembiayaan Pendidikan di BNI CabangPekalongan” (Skripsi--STAIN Pekalongan, 2011), 

77. 
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dalamterkait prosedur pembiayaannya, namun untuk perhitungan 

pembiayaannya tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun jika dilihat 

dari Alquran, hadis dan kaidah fiqih sudah benar karena tidak ada unsur 

yang merugikan nasabah dan tidak ada unsur riba. Perbedaan pada 

penelitian ini adalah terletak pada fokus pembahasan yaitu 

penerapanwaka>lah wal ija>rah dalam pembiayaan pendidikan, sedangkan 

penulis fokus pada penerapan akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan. 

Keenam,Tugas akhir yang berjudul “Analisis Ija>rahPada Pembiayaan 

Talangan Biaya Haji (BPIH) Pada Bank BNI Syariah Fatmawati” karya 

Zainal Arifin Mahasiswa Progam Studi Muamalat (Ekonomi Islam) 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 

2010.28 Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah 

membahas mengenai mekanisme pembiayaan yang dilakukan nasabah 

untuk talangan perjalanan haji serta penerapan Ija>rah pada Bank BNI 

Syariah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang akad ija>rah, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pada 

fokus yang dibahas yaitu variabel pembiayaan talangan haji, sedangkan 

fokus pada pembiayaan pernikahan. 

Ketujuh,Tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Akad Pembiayaan Ija>rah Multijasa di BMT Batik Mataram, Wirobrajan, 

Yogyakarta” karya Alkiya Fata Ilahiy Mahasiswa Jurusan Muamalat  

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 

                                                           
28Zainal Arifin, “Analisis Ija>rah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Haji (BPIH) pada Bank BNI 

Syrariah Fatmawati” (Skripsi--UIN Syarif HidayatullahJakarta, 2010),92. 
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2013.29Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini  adalah 

bahwa praktik pembiayaan ija>rah  multijasa yang diterapkan di BMT 

Batik Mataram telah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun dan syarat 

maupun prinsip yang ada dalam akad ija>rah. Namun kata bagi hasil yang 

digunakan oleh BMT Batik Mataram kurang sesuai dengan fatwa DSN 

MUI NO.44/DSN-MUI/VII/2004 karena yang digunakan dalam akad 

ija>rah adalah fee/ujrah. Akan tetapi  penetapan besaran nominal 

fee/ujrahyang dilakukan oleh BMT Batik Mataram dengan jumlah 

nominal  Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 8.000 didasarkan pada hasil analisa 

pihak BMT terhadap kemampuan yang dimiliki nasabah.Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu pada fokus yang dibahas, yaitu tinjauan 

hukum Islam, sedangkan pada penelitian penulis fokus pada penerapan 

akad ija>rah. 

Kedelapan, Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN 

MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ija>rah Multi Jasa 

Di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”karya Anis Fitria 

Mahasiswi Jurusan Ekonimi islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.30 Metode penelitian kualitatif, 

hasil dari penelitian ini adalah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga 

Yogyakarta objek pada pembiayaan ija>rah multi jasa tidak jelas, apakah 

                                                           
29Alkiya Fata Ilahiy, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Ija>rah Multijasa di 

BMT Batik Mataram, Wirobrajan, Yogyakarta” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2013). 
30Anis Fitria, “Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan 

Ija>rah Multi Jasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta” (Skripsi--IAIN 

Walisongo Semarang, 2014). 
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kebutuhan jasa dari manfaat barang (ija>ratul ‘ayan) atau kebutuhan 

manfaat dari pekerjaan (ija>ratul‘amal). Ketepatan penggunaan akad dalam 

pembiayaan ija>rahmulti Jasa di PT BPR Syariah Bangun Derajat Warga 

Yogyakarta juga bermasalah. Dalam fatwa DSN MUI disebutkan bahwa 

akad yang digunakan dalam pembiayaan multi jasa adalah akad ija>rahdan 

kafa>lah. Sedangkan dalam praktek di PT BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga Yogyakarta ada akad waka>lah dalam salah satu praktek realisasi 

Pembiayaan Ija>rah Multi Jasa. Sehingga akad waka>lah tersebut tidak 

sesuai fatwa DSN MUI.Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas tentang ija>rah, dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada 

fokus yang dibahas, yaitu penerapan fatwa DSN-MUI tentang 

pembiayaan ija>rah multijasa, sedangkan penulis fokus pada penerapan 

akad ija>rah. 

Kesembilan, Tugas akhir yang berjudul “ Penerapan Akad Ija>rah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada Pembiayaan di BMT Bismillah 

Cabang Ngadirejo Temanggung”karya Nadia Latifah Mahasiswi Program 

D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Walisongo Semarang Tahun 2013.31 Metode penelitian kualitatif, hasil 

dari penelitian ini adalah peneran akad Ija>rah Muntahiya Bittamlikdi 

BMT Bismillah terdapat variasi menjadi akad Ija>rah Muntahiya Bittamlik 

Bil Mura>bahah, yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa (ija>rah) yang 

kemudian diakhiri dengan kepemilikan dan didahului pengadaan barang 

                                                           
31Nadia Latifah, “Penerapan Akad Ija>rah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada Pembiayaan di BMT 

Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung”(Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2013), 88. 
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dengan prinsip jual beli (al- ba’i AlMura>bahah). Penerapan akad Ija>rah 

Muntahiya Bittamlik di BMT Bismillah baik dari akad, rukun dan syarat, 

prosedur serta proses yang dilakukan, tidak sama persis dengan fatwa 

DSN-MUI dan Bank indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

pada variabel Ija>rah Muntahiya Bittamlik (IMBT), sedangkan penulis 

menggunakan variabel ija>rah. 

Kesepuluh,Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad 

Pembiayaan Musya>rakah Wal Ija>rah Al-Muntahia Bit-Tamlik Dalam 

Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Solo”karya Jamilatun Khasanah Mahasiswi Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 

2008.32 Metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah 

pelaksanaan pembiayaan kongsi pemilikan rumah syariah (KPRS) pada 

Bank MuamalatIndonesia menggunakan akad musya>rakah wal ija>rah al-

muntahia bit-tamlik dengan prinsip dengan prinsipmusya>rakah 

danija>rahdi dalam perjanjiannya,  walaupun dalam penerapannya tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang ada. tidak bertentangan atau 

melanggar ketentuan yang ada, baik ketentuan perbankan syariah maupun 

fatwa DSN-MUI.Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada variabel 

Musya>rakah Wal Ija>rah Al-Muntahia Bit-Tamlik, sedangkan penulis 

menggunakan variabel ija>rah. 

                                                           
32Jamilatun Khasanah,“Implementasi Akad Pembiayaan Musya>rakah Wal Ija>rah Al-Muntahia Bit 

Tamlik dalam Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) pada Bank Muamalat 

IndonesiaCabang Solo”(Skripsi-- Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), 113. 
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Dengan beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa 

adakedekatan judul dengan judul penelitian yang penulis lakukan. 

Letakperbedaanya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan dan lokasi 

penelitian yang berbeda. Peneliti menitik beratkan pada implementasi 

akadija>rahpada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur. 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad ija>rah pada 

pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan ujrahakad ija>rah 

pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi: 

a. Secara Teoretis 

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat baik bagi pembaca, orang lain maupun bagi 

penulis. Selain itu juga diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada 

umumnya tentang gambaran mengenai akad ija>rah pada pembiayaan 

pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 

b. Secara Praktis 
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Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat diterapkan, sebagai 

perbaikan dan diharapkan dapat menjadi salah saturujukan lembaga 

keuangan syariah lain yang masih belum menerapkan akad ija>rah pada 

pembiayaan pernikahanbaik sebagai pembanding maupun sebagai 

literatur. Serta dapat memberikan informasi kepada pembaca dan 

masyarakat baik bagi yang sudah mengetahui mapupun yang belum 

mengetahui adanya pembiayaan pernikahandi KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur. 

Selain itu sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya 

pengembangan produk yang lebih baik terutama produk pembiayaan 

pernikahan bagi KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. Dan dapat 

memperkenalkan akad-akad dan  produk-produk yang dimiliki KSPPS 

Sri Sejahtera Jawa Timur. 

H. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud 

daripenelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional agar 

lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini. Penelitian ini berjudul 

Implementasi Akad Ija>rahpada Pembiayaan Pernikahan, maka peneliti 

akan mendefenisikan beberapa istilah,antara lain: 

1. Implementasi Akad Ija>rah 

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.33 Maksud 

implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan akad ija>rah pada 

                                                           
33https://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada 28 September 2017. 

https://kbbi.web.id/implementasi
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pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahter Jawa Timur. Akad 

adalah perjanjian, yaitu pertalian ijab dan qabul menurut cara-cara 

yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yangdiakadkan dan 

yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang 

melaksanakan akad.34Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau 

manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti 

pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.35 

Implementasi akad ija>rah adalah penerapan atas perjanjian atau 

kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang terkait 

pengambilan manfaat barang atau jasa dan bisa disebut sebagai praktik 

sewa menyewa dimana yang berpindah hanyalah manfaat dari barang 

yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang, 

dan sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu barang tersebut 

penyewa berkewajiban memberikan bayaran. 

2. Pembiayaan Pernikahan 

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

dijalankan oleh orang lain.36KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

memilikikegiatan penyaluran dana kepadamasyarakat. Salah satu 

bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalahdalam bentuk akad 

                                                           
34Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management (Jakarta: PT RajaGrafindo 

persada, 2007),1341. 
35Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 

42. 
36Muhamad, Manajemen Bank Syariah..., 260. 
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pembiayaan. Di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sendiri, terdapat 

akad pembiayaan yangbermacam-macam. Salah satunya adalah akad 

pembiayaan ija>rah. Pernikahan perkawinan adalah akad yang 

menghalalkanpergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara 

seorang laki-laki danseorang perempuan yang bukan mahra>m.37 

Pembiayaan pernikahan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh 

lembaga keuangan, dalam hal ini KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

untuk membantu anggota dan masyarakat yang ingin mengadakan 

acara pernikahan namun merasa kesulitan dalam hal biaya, maka 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur hadir untuk membantu masyarakat 

dalam meringankan beban biaya tersebut melalui pembiayaan 

pernikahan. 

3. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

KSPPS Sri Sejahtera adalah lembaga keuangan syariah yang 

berjenis Jasa Keuangan Non Bank yang beralamatkan di Jl. Simo 

Kalangan No. 192K Surabaya. 

I. Metode Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode-

metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang membangun teori, data dan fakta-fakta yang ada, 

                                                           
37Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat...,9. 
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penelitian ini tidak menggunakan angka-angka melainkan pendekatan 

yang dilakukan langsung turun kelapangan, wawancara, dan analisis 

data.Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkandata deskriptif berupa data tertulis, wawancara dan 

perilaku yang dapatdiamati.38 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber di mana sebuah data dihasilkan, 

sumber data dalam penelitin ini adalah: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber penelitian yang 

dijadikan sebagai alat pengukuran atau pengambilan data secara 

langsung atau dikenal dengan istilah wawancara.39 Wawancara 

dilakukan dengan bapak Kuswanto, ST selaku manajer KSPPS Sri 

Sejahterta Jawa Timur dan ibu Tri Agustina selaku customer 

service,Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum 

tentang KSPPS Sri Sejahterta Jawa Timur, serta data mengenai 

implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang 

berasal dari literatur, buku-buku referensi, seminar, dan lain-lain. 

Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur 

sepertibuku-buku, jurnal, artikel atauinformasi-informasi lain yang 

                                                           
38Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998),22. 
39Syaifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Derajat Cet VII, 2007),91. 
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secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas 

peneliti sebagai pendukung. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

yaitu teknik untuk mengumpulkan data yangakurat untuk 

keperluan proses pemecahan masalah tertentu,yang diperoleh 

melalui jalan tanyajawab untuk mencari data informasi 

mengenai implementasi akad ija>rahpada pembiayaan 

pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. Untuk 

penelitian ini, pnulis melakukan wawancara dengan bapak 

Kuswanto, ST selaku manajer di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

databerupa data-data tertulis yang mengandung keterangan 

danpenjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih 

aktualdan sesuai dengan masalah penelitian.40 Penulis 

mendapat informasi dari dokumen pembuatan akad, profil, 

struktur organisasi,  job discription, mekanisme dari 

pembiayaan ija>rah, contoh perhitungan akad ija>rah dan foto.  

                                                           
40Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2008),152. 
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3. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala 

yangdiselediki.41 Metode ini dilakukan dengan mengamati 

langsungdari sisi praktek di lapangan terhadap penyaluran akad 

ija>rahkhususnya pada produk pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur. 

4. Teknik Analisis Data 

Metode data yang digunakan penelitian ini adalah 

metodedeskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian 

yangmenggambarkan data dan informasi di lapangan 

berdasarkanfakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam.42  

Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menggambarkan 

sistempenerapan akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di KSPPS 

Sri Sejahtera Jawa Timur dan mengetahui mekanisme implementasi 

akad ija>rah, serta menganalisis perhitungan ujrahyang ditentukanpada 

pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dengan 

menggunakan Fatwa DSN-MUI.  

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan 

                                                           
41Emzir,  Analisis Data:Metode Penelitian Kualitatif Edisi 1-3 (Jakarata: RajawaliPress, 2012), 

37. 
42Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 309. 
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hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.Sistematika tersebut 

yaitu: 

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang 

latar belakang masalah yang memuat tentang apa yang menjadi masalah 

dalam penelitian yang diteliti, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah yang memuat pertanyaan secara eksplisit yang akan 

dicari jawabannya melalui penelitian ini, kajian pustaka yang 

mendeskripsikan tentang penelitian atau kajian yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian yang penulis 

lakuakn, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian, 

kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian,  definisi 

operasional, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang di 

tentu untuk mendaapatkan dan menganalisi data untuk penelitian, dan 

sistematika pembahasan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. 

Bab ke dua mengulas tentang landasan teori, dalam bab ini akan 

mmbahas tentang segala sesuatu yang melandasi pembahasan objek yang 

diteliti seperti pengertian ija>rah, pembiayaan ija>rah, ujrah, Fatwa DSN-

MUI.  

Bab ke tiga mengulas tentang gambaran umum objek penelitian, 

dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur seperti profil, produk-produk dan sedikit penjelasan 

mengenai implementasi akad ija>rahpada pembiayaan pernikahan dan 

perhitungan ujrahdi KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. 
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Bab ke empat mengulas tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai implementasi akad ija>rahpada pembiayaan pernikahan, serta 

analisis tentang perhitungan ujrahpada pembiayaan pernikahan di KSPPS 

Sri Sejahtera Jawa Timur. 

Bab ke lima merupakan bab terakhir sebagai penutup dari 

keseluruhan uraian pembahasan dan berisi kesimpulan dan saran. Dalam 

bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus 

menjawab persoalan yang telah diteliti. 
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BAB II 

AKAD IJA>RAH DAN PEMBIAYAAN IJA>RAH 

 

A. AKAD IJA>RAH 

1. Pengertian Ija>rah 

Ija>rah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti (upah) atau 

Al’Iwa>dhu yang berarti ganti, dalam pengertian syariat ija>rah adalah 

suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian.43Dalam arti yang luas, ija>rah bermakna suatu akad yang 

berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam 

jumlah tertentu. Ija>rah merupakan salah satu bentuk kegiatan 

muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-

menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.44 

Ija>rah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa atau biaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri.45Transaksi ija>rah  dilandasi adanya 

perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak 

milik). 

                                                           
43Trisandi P. Usanti  dan Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

32. 
44Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187. 
45Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, “Implementasi Ija>rah dan IMBT pada Bank 

BRI Syariah Cabang Yogyakarta”, Economica, Vol. 7, Ed 1 (Mei 2016), 101. 
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Beberapa ulama memiliki definisi berbeda terhadap ija>rah, antara 

lain:  

a. Menurut Ulama Hanafiyah, ija>rah adalah akad yang berisi pemilikan 

manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran 

dalam jumlah yang disepakati.46 

 عقد على المنافع بعوض47
“Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.” 

b. Menurut Ulama Syafi’iyah, ija>rah adalah transaksi terhadap suatu 

manfaat tertentu, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 

ةَباحة قابلة ْلبذْوالإِحةبعوض  عقدعلى َنفعة َقصودة َعلوَ
 َعلوم48

“Akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan yang diketahui.” 

c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ija>rah adalah menjadi 

milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 

pengganti.49 

ة بعواض 50  تمليك المنافع شيئ َباحة َدة َعلوَ
“Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu 

tertentu dengan adanya ganti.” 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwaija>rah adalah 

salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya melalui sewa-menyewa, dengan cara 

mengambil manfaat dari suatu benda tanpa berkurangnya benda 

                                                           
46Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 73. 
47Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 

Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 129. 
48ibid.,130. 
49Achmad Farid, “Pembiayaan Ija>rah Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha 

Mulia Probolinggo”, Iqtishoduna, Vol. 6, No. 2 (Oktober 2015), 78. 
50Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah...,130. 
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tersebut sama sekali. Dengan kata lain, pada praktik sewa menyewa 

ini yang berpindah hanya menfaat dari benda tersebut, sedangkan 

kepemilikan tidak berpindah dan tetap  pada pemilik barang. Penyewa 

berkewajiban memberikan upah atas pemanfaatan benda tersebut. 

Ija>rah merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan 

menyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan brang tersebut 

dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah 

pihak.51 Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang 

dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong 

menolong yang dianjurkan oleh agama. Dalam hukum Islam, orang 

yang menyewakan disebut dengan “mu’ajjir”, sedangkan penyewa 

disebut “musta’jir”  dan benda yang disewakan disebut “ma’jur”. 

Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “ajran” atau ujrah”. 

Perjanjian sewa-menyewa dilakukan setelah berlangsung akad, pihak 

yang menyewakan (mu’ajjir) berkewajiban menyerahkan barang 

(ma’jur) kepada penyewa (musta’jir) dan pihak berkewajiban 

memberikan uang sewa.52 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

Ija>rah diperbolehkan danterdapat dalam Alquran dan sunnah 

Rasulullah saw.  

1. Alquran 

a. QS. al-Baqarah ayat 233 

                                                           
51Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 77. 
52Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.,,,188. 
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عْمُ عَلَيْكممْ إِذَ وَإِنْ أرََدْتُمْ أَنْ تَسْتََْضِعموا أوَْلادكَممْ فَلا جمنَاحَ  َْ ْْ ِِ مُمْ  مُمْ ََا تتيَييْ ْْ ِِ ا سَلم و   
لمونَ بَصِير 53 َْ َ بِاَ تيَعْ مْوا أَنم اللَّم َ وَاعْلَ  وَاتيمقموا اللَّم

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang 

lain,maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilahbahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan.”54 

Yang menjadi landasan ija>rah dari dalil tersebut adalah 

ungkapan ‘memberikan pembayaran dengan cara yang patut’. 

Redaksi tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan 

karena adanya upah (fee) secara patut, dalam konteks ini 

termasuk di dalamnya jasa penyewaan.55Dengan demikian surah 

al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan 

dasar hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat 

tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan 

suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan 

upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa 

tersebut. 

b. QS. at-Thalaq ayat 6 
 .... فإَِنْ أرَْضَعْنَ َْكممْ فَآتموهمنم أم جمورَ همنم . . . .56

“....kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka 

berikanlah imbalannya kepada mereka....”57 

Ayat di atas menjadi dasar dalam sewa menyewa, seperti 

diungkapkan dalam ayat tersebut, bahwa 

                                                           
53Al-Qur’an, 2:233. 
54Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya...,37. 
55Achmad Farid, “Pembiayaan Ija>rah Multijasa Pada..., 79. 
56Al-Qur’an, 65:6 
57Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya...,559. 
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seseorangdiperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui 

anaknya dan diharuskan untuk memmerikan upah atau imbalan 

kepada orang yang menyusui. 

c. QS. al-Qashash ayat 26 
اَ يََ أبََتِ اسَُْأْجُِْهم إِنم خَيَْ ََنِ اسَُْأْ جَُْتَ اْْقَوِيُّ الأَِيم 58  قاََْتْ إِحْدَاهُم

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai 

ayahku!jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),sesungguhnya 

orang yang paling baik yangengkau ambil sebagai pekerja  

(pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”59 

2. Sunnah Rasulullah saw 

a. Adapun dasar hukum dari hadis adalah: 

 أن النبي صلى الله عليه وسلمم احتجاموااهنى فم عطيتملحجامامره 60
Diriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, 

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 

kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

b. Dari Aisyah r.a (ia berkata), 

ِِ نَب مِ ي نْ ثَْمَلن َّمثَ  مِ نَبني ِل نْ رَ  َُ ًَ ِْ نَب  رٍ َّلثَمَ وَبَنَو  نَ وَ َِلَمَ  ََ  ِلبثَنّيثَ ىَلثَص ِللثَ
ٍَ َُ مّأَتم   وَِ

61 ب اْلاِ ٍَ ِبَياَبِ نٍثمَلَ ِلمهََمن نٍثمَأرَ ِلمين نِرََ ان نْدرث مََ َِ نِ   نم
نْ َِمّ  

 “Nabi saw beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang 

penunjuk jalan yang mahir dari Bai ad-Dail kemudian dari 

Bani ‘Abdu bin ‘Adi.” (HR.Bukhari) 

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa Rasul saw sendiri telah 

melakukan praktik  ija>rah , yaitu dengan menyewa seseorang 

untuk dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju 

                                                           
58Al-Qur’an, 28:26. 
59Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya...,388. 
60HR. Ahmad 1130, Ibnu Majah 2163 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth. 
61HR. Shahih al-Bukhari (IV/442, no. 2263). 
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dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan 

memberikan kendaaraannya. 

c. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah saw 

bersabda” 

62ََ ٍَََ َِ مَ ََفنجثَ  بَقبَ ََ َقْ ٍَ مُ ٍَ بَ مَ نُ َْ َْوِ مِ مِ  بَ
“Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya 

kering.” (HR. Ibnu Majah) 

Hadis di atas menjelaskan bahwa, di dalam persoalan sewa 

menyewa, terutama yang memakai jasa menusia untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran segera 

diberikan sebelum keringatnya kering. 

Dengan demikian, ija>rah benar-benar merupakan suatu perbuatan 

yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang meakukan 

perjanjian (akad). Dan para ulama sepakat untuk membolehkaan sewa 

menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang besar untuk 

umat manusia. 

3. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun 

tidak terpenuhi atau salah satu rukun tidak sempurna, maka suatu 

perjanjian tersebut tidak sah/batal. Para ulama sepakat bahwa yang 

menjadi rukun ija>rah adalah sebagai berikut:63 

1. Aqid (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad) 

                                                           
62Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jil. 2, 817. 
63Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 231. 
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Aqid adalah pihak-pihak yang berakad, yaitu musta’jir (penyewa 

atau pengguna jasa, dan mu’ajjir (pemilik objek sewa atau pemberi 

sewa).64Para pihak haruslah orang yang cakap hukum dan dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selain itu 

juga harus berakal dan mumayiz.  

2. Ma’qud ‘alaihi (objek perjanjian/sewa) 

Ma’qud ‘alaihi adalah barang yang dijadikan objek sewa, yaitu 

barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat 

diserahterimakan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang 

tidak dapat diserahterimakan.65 

3. Manfaat 

Kriteria barang yang boleh disewakan adalah adalah segala sesuatu 

yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya 

tetap utuh selama masa persewaan. Manfaat dari objek yang 

disewakan dapat dipenuhi secara hakiki, maka tidak boleh 

menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secaara hakiki. 

4. Upah (ujrah)/ Imbalan 

Upah dapat berupa benda yang diketahui dan dapat dimanfaatkan. 

5. Sighat 

Sighat terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan 

pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul merupakan 

                                                           
64Murtadho Ridwan, “Al-Ija>rah Al-Mutanaqishah:  Akad Alternative untuk Pemberdayaan 

Tanah Wakaf”, Equilibrium, Vol. 3, No. 1 (Juni 2015), 148. 
65Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah...,132. 
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pernyataan penerimaan dari penyewa. Akad ija>rah tidak sah apabila 

antara ijab dan qabul tidak berkesesuaian. Rukun sewa menyewa 

itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk 

perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang 

menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam 

melakukan sewa menyewa.66 

Selain rukun yang telah disebutkan di atas, ija>rah juga mempunyai 

syarta-syarat tertentu, apabila syarat tersbeut tidak terpenuhi maka 

ija>rah dianggap tidak sah. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:67 

1. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ija>rah tersebut 

Maksudnya apabila di dalam suatu perjanjian sewa menyewa 

terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa tersebut tidak 

sah.Dalam Alquran juga dengan tegas menolak dengan 

mengatakan bahwa para pihak dalam transaksi keuangan tidak 

dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi.68 Hal itu sesuai 

dengan firman Allah swt dalam surah An-Nisa” ayat 29: 

اَُض    ْْبَاطِ لِ إِلا أَنْ تَكمونَ تَِِارةًَ عَنْ تيَ ِِ نَكممْ  وَاَْكممْ بيَييْ َْ يََ أيَيُّهَا امْذِينَ تََنموا لا تََْكملموا أَ
نْكممْ 69 َِ 

 “ Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

                                                           
66Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin, “Penerapan AkadAl-QardhWal Ija>rahpada Produk 

Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa”, Iqtishoduna, Vol. 

1No. 1 (Juni 2015), 63. 
67Saiful Jazil, Fiqih Muamalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 129. 
68 Sirajul Arifin, “Gharar  dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, Tsaqafah: Jurnal Peradaban 

Islam, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2010), 317. 
69Al-Qur’an, 4:29. 
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kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka diantara kamu ...” (QS. An-Nisa”:29)70 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ija>rah  yang 

dilakukan secara paksa ataupun dengan jalan yang batil, maka 

akad ija>rah tersebut tidak sah kecuali apabila dilakukannya secara 

suka sama suka diantara kedua belah pihak. 

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, 

sehingga mencegah terjadinya perselisihan 

Dalam suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian sewa-menyewa harus merundingkan segala sesuatu 

tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. 

Objek yang disewakan harusjelas barangnya (jenis, sifat serta 

kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih 

sendiri barang yang hendak disewanya.71 

3. Kegunaannya dari barang tersebut 

Tidak sah menyewaakan binatang buron dan tidak sah pula 

binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga 

tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan 

yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang mnejadi 

objek dari akad itu.72 

4. Kemanfaatan benda diperbolehkan menurut syara’ 

                                                           
70Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya...,83. 
71Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam ..., 195. 
72Ibid.,196. 
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Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat 

wajib ditinggalkan. Orang yang menyewakan rumah kepada orang 

yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi, hal 

tersebut termasuk dalam ija>rah fasid (rusak). Demikian juga 

memberi upah kepada tukang ramal dan semua pemberian dalam 

rangka peramalan, karena upah yang diberikan adalah sebagai 

ganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam memakan 

uang manusia dengan batil.Selain itu orang tidak boleh 

menyewakan dan menjual belikan uang, karena dalam konsep 

Islam uang bukanlah sebagai alat komoditi sewadan tidak 

termasuk dalam fungsi utilitas, sehingga para ulama 

mengharamkan adanya penyewaan uang. 

5. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan 

kegunaannya menurut kriteria dan realita. 

Menurut pendapat madzhab Abu Hanifah, tidak diperbolehkan 

menyewakan barang yang tidak dapat dibagi kecuali dalam 

keadaan lengkap (seperti kendaraan), sebab manfaat kegunaannya 

tidak dapat ditentukan. Akan tetapi menurut jumhur ulama hal 

tersebut mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya 

atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu 

termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan 

dengan mempraktikkan atau dnegan cra mempersiapkannya untuk 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

 

kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam 

masalah jual beli. 

4. Macam-macam Ija>rah 

Secara garis besar, ija>rah dapat dibagi menjadi: 

a. Ija>rah Mutlaqoh 

Ija>rah mutlaqoh atau leasing, adalah proses sewa menyewa yang 

biasa kita lakukan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para 

ahli hukum muslim membagi Ija>rah Mutlaqoh menjadi dua bentuk, 

yaitu: 

1. Menyewa untuk jangka waktu tertentu, bentuk yang banyak 

diterapkan dalam sewa-menyewa barang/asset 

2. Menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu, bentuk yang 

dipakai untuk menyewa pekerja/ ahli untuk usaha-usaha tertentu. 

Pada ija>rah mutlaqoh akad sewa menyewa barang antara pemberi 

sewa (mua>jir) dengan penyewa (mustajir), setelah masa sewa 

berakhir barang sewaan dikembalikan kepada mua>jir.73 

b. Ija>rah wa Iqtina atau ija>rah Muntahiyah bi at-tamlik 

Yaitu bentuk akad sewa menyewa yang berakhir dengan 

kepemilikan dan merupakan sebuah istilah modern yang tidak asing 

lagi pada saat ini.74Ija>rah wa Iqtina atau ija>rah Muntahiyah bi at-

tamlik adalah suatu bentuk kontrak sewa yang diakhiri dengan 

                                                           
73Trisandi P. Usanti  dan Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015),3. 
74Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha, “Implementasi Ija>rah dan IMBT Pada Bank 

BRI Syariah Cabang Yogyakarta”, Economica, Vol. 7, Ed 1 (Mei 2016), 101. 
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penjualan atau dengan kata lain jenis perpaduan antara kontrak jual 

beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang ditangan penyewa.Sifat pemindahan 

kepemilikan inilah yang membedakan dengan ija>rah biasa. Dalam 

kontrak ini pembayara sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa 

sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang 

secara berangsur.75 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah  

Ija>rah adalah jenis akad lazim, dimana salah satu pihak yang 

berakad tidak memliki hak fasakh, karena ia merupakan akad 

pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. seperti 

dibawah ini:76 

1. Terjadi aib pada barang sewaaan yang kejadiaannya di tangan 

penyewa atau terlihat aib lama padanya. 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang 

yanng menjadi ‘ain 

3. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma’jur ‘alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi 

sesudah rusaknya barang 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, 

atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah 

                                                           
75Jeni Susyanti, Operasional Keuangan Syariah(Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Malang,2016), 32-33. 
76Saiful Jazil, Fiqih Muamalah ...,132-133. 
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fasakh. Seperti jika masa ija>rah tanah pertanian telah berakhir 

sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa 

sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini 

dimaksudkan utnuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada 

pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 

5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh menfasakh ija>rah, 

kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti 

seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya 

terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak 

menfasakh ija>rah. 

Ija>rah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:77 

1. Menurut Hanafiyah, akad ija>rah berakhir dnegan meninggalnya 

salah seorang daari dua orang yang berakad. Ija>rah hanya hak 

manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan 

berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat sifat 

akad ija>rah adalah akad lazim (mengikat para pihak), seperti halnya 

dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas fuqaha berpendapat, 

ija>rah tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya para pihak yang 

berakad. Ija>rah berakhir dengan berakhirnya waktu akad. Oleh 

karena itu, manfaat dari ija>rah dapat diwariskan sampai berakhirnya 

waktu akad. Mayoritas ulama berpendapat ija>rah merupakan milk 

al-manfaah (kepemilikan manfaat) sehingga dapat dapat diwariskan. 

                                                           
77Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah...,140. 
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Inilah kiranya pendapat yang dapat diteerima dan mendatangkan 

maslahah bagi semua pihak. Misalnya seorang kepala keluarga 

mengontrak rumah untuk tempat tinggal keluarganya, kemudian 

pemilik rumah atau kepaala keeluarga meninggal dunia, maka 

kontrak rumah masih bisa dilanjutkan sampai habis masa kontrak. 

2. Akad ija>rah berakhir dengan iqa>lah (menarik kembali). Ija>rah adalah 

akad mu’awadhah. Di sini terjadi proses pemindahan benda dengan 

benda sehingga memungkinkan untuk iqa>lah , seperti pada akad jual 

beli 

3. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, mislanya hewan sewaan 

matu atau rumah sewaan hancur 

4. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah 

selesai kecuali ada uzur atau halangan. 

Apabila ija>rah telah berakhir waktunya, penyewa wajib 

mengembalikan barang sewaan utuh, seperti semula. Bila barang 

sewaan sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman, 

boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran 

yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan. 

B. PEMBIAYAAN JA>RAH  

1. Pembiayaan Ija>rah 

Salah satu kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah adalah 

dalam hal penyaluran dana atau sering disebut dengan pembiayaan. 

Pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan syariah dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 
 

 

menyediakan dana guna membiayai kebutuhan masyarakat yang 

memerlukannya dan layak memperolehnya.78 Menurut Kasmir 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara pihak lembaga keuangan syariah dengan pihak lain, yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil.79 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian 

fasilitas penyediaan dana yang digunakan untuk berbagai macam 

transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan 

sewa menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antara lembaga 

keuangan syariah dnegan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Pengelompokan pembiayaan menurut sifat penggunaanya dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha, 

perdagangan dan investasi. 

                                                           
78Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah(Jakarta: Alvabet, 2002), 217. 
79Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Syariah(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 102. 
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2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan.80 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ija>rah, ija>rah adalah akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.81Ija>rah merupakan suatu 

bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup masnusia 

seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.82 

Pembiayaan ija>rah adalah kegiatan sewa menyewa yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu dasar dalam 

penyaluran dananya.83Dari penjeasan diatas, maka yang dimaksud 

dengan pembiayaan ija>rah adalah pembiayaan yang diberikan oleh 

lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam memperoleh 

manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ija>rah juga menfasilitasi 

pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti 

biaya pendidikan, naik haji, pernikahan dan lain-lain.   

Pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan 

kekurangan. Manusia yang satu dengan yang lain selalu terikat dan 

saling membutuhkan.Pembiayaan ija>rah  (sewa menyewa) merupakan 

                                                           
80Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160. 
81Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa ..., 55. 
82Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin, “Penerapan AkadAl-QardhWal Ija>rah...,60. 
83Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2007), 524. 
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salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sehingga saat ini tidak sedikit masyarakat 

yang melakukan transaksi pembiayaan ija>rah di lembaga keuangan 

syariah untuk memenuhi kebutuhannya.Semula ketika masyarakat 

belum mengenal simbol-simbol pertukaran seperti uang, transaksi 

masih berjalan dalam bentuk yang sederhana, yaitu barter.84Namun 

saat ini dengan banyaknya lembaga keuangan syariah, masyarakat tak 

lagi melakukan hal tersebut dan mulai mengikuti perkembagan zaman 

dengan memanfaatkan produk di lembaga keuangan syariah. 

Semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

syariah harus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar kegiatan yang 

dilakukan usaha sesuai dengan prinsip syariah.85 Dewan Syariah 

Nasional menyusun peraturan dan ketentuan untuk kegiatan lembaga 

keuangan syariah, termasuk pada pembiayaan ija>rah. Dewan Syariah 

Nasional menetapkan peraturan tentang pembiayaan ija>rah tersebut 

dalam fatwa DSN-MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000. 

Pembiayaan ija>rahdapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah  

(LKS) sesuai dengan rukun dan syarat ija>rah yang telah ditentukan. 

Dalam fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ija>rah menyebutkan 

bahwa objek akad ija>rah ada dua macam yaitu pertama, manfaat 

barang dan sewa, dan kedua yaitu manfaat jasa dan upah. Ketentuan 

Objek Ija>rahadalah sebagai berikut: 

                                                           
84Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam...,312. 
85Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa ...,423. 
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a. Obyek ija>rahadalah manfaat dari pengguaan barang dan/atau jasa. 

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 

dalam kontrak. 

c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 

diharamkan) 

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syariah. 

e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian 

rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan 

mengakibatkan sengketa. 

f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi 

fisik. 

g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh 

penyewa / pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) 

sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat 

dijadikan harga  (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 

atau upah dalam ija>rah. 

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) 

dari jenis yang sama dengan obyek kontrak 

i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa  atau upah dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.86 

                                                           
86Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa ...,59-60. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 
 

 

Dalam pelaksanaan pembiayan ija>rah terdapat berbagai peraturan 

yang harus dipatuhi antara kedua pihak yaitu lembaga keuangan 

syariah (LKS) selaku penyedia jasa dan nasabah atau anggota selaku 

pengguna jasa. Peraturan tersebut terjadi pada saat melakukan kontrak 

atau perjanjian, dimana maksud dari perjanjian tersebut secara harfiah 

adalah kewajiban untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam 

satu waktu.87 Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-

MUI/IV/2000 dijelaskan mengenai kewajiban lembaga keuangan 

syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan ija>rah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kewajiban LKS Sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan 

2. Menanggung biaya pemeliharaan barang 

3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 

b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa 

1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk 

menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad 

(kontrak) 

2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan 

(tidak materiil) 

3. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 

penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak 

                                                           
87Nurul Fatwa dan Rahmawati Muin, “Penerapan AkadAl-QardhWal Ija>rah...,62. 
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penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung 

jawab atas kerusakan tersebut,  

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi persselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

deilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.88 

Apabila melihat fatwa DSN-MUItentang pembiayaan ija>rah yang 

telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa obyek ija>rahadalah 

manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, dan salah satu 

kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah 

menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Dalam 

transaksi pembiayaan ija>rah ini membahas mengenai tata cara 

bagaimana manusia melakukan transaksi sewa-menyewa yang 

dikehendaki dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam kegiatan bisnis, 

transaksitidak selalu benar dan mencerminkan kehalalan, tetapi juga 

seringmenampilkan wajah yang salah dan dilarang.89Oleh sebab itu 

Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang pembiyaan ija>rah  untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga 

Keuangan Syariah yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI 

No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ija>rah. 

2. Penentuan Ujrah 

                                                           
88Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa ...,60-61. 
89Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam...,313. 
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Transaksi ija>rah berkaitan dengan penghargaan atau jasa yang 

telah diberikan oleh seseorang atas jasa dari pekerjaannya. Dalam 

pelaksanaan akad ija>rah, salah satu kewajiban anggota sebagai 

penerima manfaat atas barang atau jasa adalah dengan membayar biaya 

sewa atau ujrah.
90Ujrah diperbolehkan dalam pembiayaan ja>rah dan 

lembaga keuangan syariah boleh memperolehnya, tetapi ujrah 

disyaratkan diketahyui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam 

sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.91 

Dalam hubungannya dengan sewa-menyewa merupakan suatu 

bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga 

diharuskan untuk berlaku adil dan saling menghormati.Misalkan jika 

ija>rah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Islam mengajarkan hal-hal 

yang berkenaan dengan hak penerimaan upah, yaitu:92 

a. Selesai bekerja 

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Nabi 

Muhammad saw, bersabda: “Berikanlah olehmu upah orang 

bayaran sebelum keringatnya kering”. 

b. Mengalirnya manfaat, jika ija>rah untuk barang 

Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan 

sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ija>rah menjadi batal 

                                                           
90Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah...,133. 
91Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), 118. 
92Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam ..., 202. 
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c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia 

mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak 

terpenuhi keseluruhannya 

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua 

belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran. 

Dewan Syariah Nasional juga mengatur penentuan ujrah didalam 

fatwa DSN-MUI, yaitu pada fatwa DSN-MUI No.44/DSN-

MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Hal tersebut karena 

pembiayaan multijasa merupakan pembiyaan yang diberikan  lembaga 

keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas 

suatu jasa. Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk LKS 

dalam hal jasa dimana salah satu akad yang digunakan adalah ija>rah.93 

Sehingga untuk penentuan ujrah dapat dijelaskan pada fatwa DSN-

MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. 

Dalam pelaksaan pembiayaan ija>rah, penyewa mendapatkan 

imbalan atas objek sewa yang disewakan.94 Hal tersebut telah diatur 

dalam Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang 

pembiayaan multijasa, yakni dengan ketentuan umum: 

a. Dalam pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad ija>rah, 

LKS dapat memperoleh imbalan jasa  (ujrah) atau fee 

                                                           
93Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa ...,324. 
94Achmad Farid, “Pembiayaan Ija>rah Multijasa pada..., 80. 
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b. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan 

dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.95 

Pada ketentuan umum diatas dijelaskan bahwa besar ujrah  atau 

fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal 

bukan prosentase. Dalam penentuan ujrah, pihak lembaga dan nasabah 

/ anggota harus melakukan negosiasi di awal terhadap besarnya ujrah 

yang harus dibayar. Dalam ketentuan Islam apabila seseorang 

menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan 

maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu, 

sedangkan pembayaran upahnya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati.96Antara kedua pihak harus saling mengetahui keseluruhan 

informasi yang ada didalam transaksi. Informasi yang jelas dan 

seimbang antara kedua pihak akan memperkecil munculnya penipuan 

dan ketidaksempurnaan dalam transaksi. Informasi tersebut merupakan 

hal penting, sebab ia menjadi dasar pembuatan keputusan.97Dalam 

pelaksanaan sewa-menyewa ini kedua pihak saling mengetahui 

informasi terkait besarnya penentuan dan pembayaran upah.Dalam 

hadis Nabi saw: 

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 

98ََ ٍَََ َِ مَ ََفنجثَ  بَقبَ ََ َقْ ٍَ مُ ٍَ بَ مَ نُ َْ َْوِ مِ مِ  بَ

                                                           
95Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa ...,333. 

96Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah Jill 3 (Beirut: Al kiysb al arabiy, 1971), 188. 
97Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam...,329. 
98Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, 817. 
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“Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.” 

(HR. Ibnu Majah) 

Apabila terdapat nasabah/anggota yang mampu membayar ujrah 

namun menunda-nunda kewajiban, maka dapat dikenakan denda, hal 

tersebut sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

menyebutkan bahwa pengenaan denda keterlambatan pembayaran atau 

ta’zir sejatinya diperbolehkan. Namun besaran pengeluaran pengenaan 

denda sebelumnya harus disepakati antara nasabah dengan lembaga 

keuangan. Selain itu peruntukan dana ta’zir juga harus digunakan 

sebagai dana sosial.  Sanksi denda ini dikenakan pada prinsip ta’zir, 

yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 

kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang 

besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akan 

ditandatangani.99 

Pembayaran upah dan segala bentuk perjanjian dilakukan di awal 

sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika salah satu pihak tidak 

menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua 

belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Oleh 

karena itu agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip 

syariah, maka Dewan Syariah Nasional  MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa terkait penentuan ujrah yang dijelaskan dalam 

Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan 

                                                           
99Fatwa DSN/MUI.NO 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu 

Yangmenunda-nunda Pembayaran. 
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multijasa agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

pembiayaan ija>rah.Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh 

dantunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam...,317. 
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BAB III 

AKAD IJA>RAH DAN PEMBIAYAAN PERIKAHAN DI KSPPS SRI 

SEJAHTERA JAWA TIMUR 

 

A. Profil KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

1. Gambaran Umum KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah lembaga keuangan 

syariah yang berjenis Jasa Keuangan Non Bank. Perjalanan Berdirinya 

KSPPS Sri Sejahtera ini di awali dari musyawarah beberapa orang 

terdekat. Musyawah ini dilaksanakan ketika berlokasi di Jl. Simo 

Kwagean No. 82 Surabaya yang menghasilkan pemikiran-pemikiran 

mengenai dibentuknya sebuah koperasi syariah serta ditetapkan pula 

pengurus-pengurusnya, antara lain: Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 

Terbentuknya KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur ini awalnya adalah 

karena adanya 2 kelompok orang, yaitu kelompok orang yang akif 

dalam kegiatan majelis taklimdan orang yang mempunyai kemampuan 

bisnis yang bagus. Kedua kelompok ini akhirnya bergabung untuk 

menjalankan kegiatan koperasi sehingga dapat berjalan dengan bagus 

karena ada 2 sisi kegiatan yang saling menopang antara kegiatan bisnis 

dan kegiatan yang memiliki kedekatan kerohanian.101 

                                                           
101Kuswanto,Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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Pada awal berdirinya KSPPS atau BMT Sri Sejahtera mengontrak 

sebuah tempat di Jl. Simo Kwagean No. 82 Surabaya pada bulan 

Oktober 2012 untuk dijadikan tempat musyawarah dan sebagai kantor 

awal KSPPS Sri Sejahtera. Pada bulan yang sama pengurus KSPPS Sri 

Sejahtera melakukan pertemuan resmi di rumah makan Nur Pasific 

yang dihadiri oleh Dinas Koperasi dengan agenda mendengarkan 

sosialiasi dari Dinas Koperasi dengan agenda mendengarkan sosialisasi 

dari Dinas Koperasi kemudian pihak KSPPS Sri Sejahtera mengajukan 

berksd ke Dinas Koperasi. 

Pada bulan November 2012 awal berdirinya KSPPS Sri Sejahtera 

yang beralamatkan di Jl. Simo Kwagean No. 82 Surabaya dan telah 

ditentukan pula pegawai dan staf yang ikut serta berkontribusi di 

KSPPS Sri Sejahtera. Satu tahun berjalan KSPPS Sri Sejahtera 

mendirikan tempat RAT (Rapat Anggota Tahunan) pertama yang 

bersamaan dengan itu KSPPS Sri Sejahtera berpindah lokasi kantor 

yang bertepatan di Jl. Simo Kalangan No. 192 Surabaya. KSPPS Sri 

Sejahtera resmi mempunyai badan hukum Nomor 

P2T/01/09.01/01/1/2013. Akan tetapi badan hukumnya masih 

berbentuk konvensional, walaupun ada perubahan undang-undang No. 

25 Tahun 1992 menjadi undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang 

perkoperasian, karena dalam undang-undang No. 17 Tahun 2012 tidak 

dijelaskan perlu adanya perubahan tentang badan  hukum, akan tetapi 
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dalam pelaksanaan KSPPS Sri Sejahtera harus tetap berlandaskan 

prinsip syariah.102 

2. Visi dan Misi KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki visi Menumbuhkan dan 

Mengkokohkan pengusaha mikro berbasis pembinaan. Sedangkan misi 

dari KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah Memberdayakan 

ekonomi masyarakat, Memberikan pelayanan simpanan dan 

pembiayaan yang terbaik dengan mengutamakan pada usaha mikro dan 

menengah, Melakukan konsultasi guna meningkatkan kualitas hidup 

kesejahteraan, anggota dan masyarakat. KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur memiliki motto “Bersama syariah hidup menjadi berkah”. 

3. Struktur Organisasi dan Struktur PersoaliaKSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur 

a. Struktur Organisasi 

1. Susunan Pengurus 

 Ketua  : Drs. Mujani 

 Sekretaris : H. Samiran 

 Bendahara : Titik Endah Wijayanti, A.Md 

2. Susunan Pengawas 

 Koordinator : Dra. Sri Suliyani 

 Anggota : Arif Johan, SE 

                                                           
102KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, Profil KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur (Surabaya: KSPPS 

Sri Sejahtera  Jawa Timur, 2013), 2. 
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 Anggota : Nisrina Dwi Nur Raniah 

3. Pengawas Syariah 

 Ketua  : Ali Hamdan, M.E.I 

 Anggota : Kuswanto, ST 

4. Keanggotaan 

 Jumlah awal tahun 45 Orang, dan jumlah akhir tahun 513 

Orang 

 Partisipasi : Aktif 513 Orang 

5. Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan 

 Pengembangan kerjasama usaha koperasi jasa keuangan 

dengan lembaga keuangan perbankan. 

 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. 

 Sosialisasi Perpajakan dalam rangka meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak Koperasi. 

 Seminar dan bimbingan teknis pencanangan gerakan 

membumikan Koperasi Syariah di Provinsi Jawa Timur. 

 Workshop penyusunan Standart Operasional Prosedur 

(SOP).103 

b. Struktur Personalia 

Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera tidak ada devisi khusus 

mengenai personalia karena manager membimbing seluruh 

                                                           
103KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur , LaporanRapat Anggota Tahunan (RAT) Ke IV (Surabaya: 

KSPPS Sri sejahtera Jawa Timur, 2016), 14-15. 
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karyawan agar memahami setiap tugas atau setiap devisi yang 

ada. Berikut merupakan yang dianggap sebagai devisi personalia 

dan deskripsi tugasnya : 

1. Manager, memiliki deskripsi tugas sebagai berikut: 

 Memberikan supervisi kepada bawahannya secara langsung 

sepeerti: Teller, Customer Service, Collecting, dan 

Administrasi 

 Menganalisa pembiayaan yang dilakukan secara langsung 

 Menerapkan sebagian marketing yang memberikan 

pelayaanan kepada anggota secara baik. 

2. Teller, memiliki deskripsi tugas sebagai berikut: 

 Bertanggung Jawab melaporkan laporan keuangan per hari 

kepada manajer 

 Melaporkan jumlah kas yang tersedua secara factual dan 

mencocokannya dengan laporan keuangan 

 Melayani anggota yang sedang melakukan simpanan atau 

penarikan dan melakukan angsuran 

3. Customer Service, memiliki deskripsi tugas sebagai berikut: 

 Bertanggungjawab terhadap laporan angsuran dan database 

anggota 

 Bertanggungjawab untuk melayani anggota dalam 

pengisian slip simpanan, angsuran, maupun penarikan. 
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 Melayani calon anggota yang akan melakukan pembiayaan 

ataupun ingin bergabung menjadi anggota di KSPPS BMT 

Sri Sejahtera 

 Bertanggungjawab untuk meningkatkan anggota yang 

terlambat membayar angsuran. 

4. Collecting/ Survey (Tim Kunjungan Anggota) , memiliki 

deskripsi tugas sebagai berikut: 

 Melakukan survey terhadap anggota yang akan melakukan 

pembiyaan sebagai bentuk pencegahan resiko yang 

mungkin terjadi. 

 Bertanggungjawab mengumpulkan kembali dana yang 

sudah disalurkan kepada anggota melalui pembiayaan. 

5. Administrasi, memiliki deskripsi tugas sebagai berikut: 

 Bertanggungjawab untuk menyiapkan berkas-berkas yang 

diperlukan untuk pembiayaan serta untuk simpanan dan 

penarikan 

 Mencatat jumlah transaksi yang teradi setiap hari. 
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Gambar 1.1 struktur personalia KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

 

a. Manajer dan Karyawan 

 Jumlah Manajer  

 Manajer : Kuswanto, ST 

 Jumlah Karyawan  

 Teller     : Ria Puspita, Tika  

 Customer Service   : Tri Agustina 

 Collecting/Survey (TKA)  : Zunaidi dan Aldi 

 Administrasi Koperasi  :Atik Budi Handayani 

 Administrasi Penginapan (Founding) : Ika Ayu Suciati 
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 Administrasi Futsal (Founding) : Liska Dwi 

Putriani104 

b. Hubungan dengan Instansi Lain 

 Microfin Cabang Surabaya 

 Bank Mandiri Syariah 

 Lembaga Manajemen Infaq 

 Rumah Zakat 

4. Produk-Produk KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki produk-produk yang 

ditawarkan kepada masyarakat, antara lain:105 

a. Produk Penghimpunan Dana 

1) Mudha>rabah 

Aplikasi Mudha>rabah dalam penghimpunan dana di KSPPS 

Sri Sejahtera ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Penyertaan Modal 

b. Investasi Tidak Terikat 

Adapun macam-macam dari simpanan ini yaitu: 

 Simpanan Haji 

 Simpanan Umrah 

 Simpanan Resepsi 

 Simpanan Pendidikan 

                                                           
104Ibid., 24. 
105Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
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 Simpanan Korban 

 Simpanan Aqiqah 

 Simpanan Hari Raya 

2) Wadiah 

dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke 

pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga 

dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. 

b. Produk Penyaluran Dana 

1) Pembiayaan Mudha>rabah 

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha/perniagaan antara 

pihak pemilik dana (shahibul mal) sebagai pihak yang 

menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola 

modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan 

akad dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka 

dan kedua belah pihak. 

2) Pembiayaan Musya>rakah 

Pembiayaan Musyarakah (syirkah) adalah suatu bentuk akad 

kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk 

menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-

masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan manajemen usaha tersebut. 

3) Piutang Mura>bahah 
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Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga 

perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang 

disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu beberapa 

harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. 

4) Ija>rah 

Ija>rah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan 

sebuah aset sebagai ganti pembayaran. 

5) Qardh 

Pinjaman kebajikan (Qardh) adalah jenis pembiayaan melalui 

peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan. Fasilitas tersebut  dalam kjks disebut sebagai Al-

Qardhul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak 

yang layak untuk mendapatkannya. 

6) Hawalah 

Hawalah ialah akad  yang menghendaki pengalihan hutang 

dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain. 

Dalam akad Hawalah yang terlibat adalah 3 orang yaitu KSPPS 

Sri Sejahtera, anggota yang melakukan pembiayaan, dan pihak 

ketiga. 
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B. Akad Ija>rah di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur merupakan lembaga keuangan 

syariah yang berjenis jasa keuangan non bank yang memberikan 

pelayanan simpanan dan pembiayaan yang terbaik kepada anggota dan 

masyarakat. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki kegiatan 

penghimpunan dana dari masyarakat, dan kegiatan penyaluran dana 

kepada masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana kepada 

masyarakat adalah dalam bentuk pembiayaan. Di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur sendiri, terdapat pembiayaan dengan akad yang bermacam-

macam. Salah satunya adalahpembiayaan dengan akad ija>rah. Akad ija>rah 

pada KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur diaplikasikan dalam bentuk 

pembiayaan untuk pendidikan, pernikahan, sewa rumah atau stand usaha, 

biaya kesehatan, haji dan umroh. Produk ini dalam KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur disebut dengan pembiayaan ija>rah.106 

Apabila ingin melakukan pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur dengan menggunakan akad ija>rah, maka harus memenuhi rukun 

dan syarat ija>rah seperti pihak yang berakad (penyewa dan orang yang 

menyewakan), obyek yang disewakan, harga sewa, adanya akad 

perjanjian.107Untuk melakukan pembiayaan ija>rah di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur, syarat yang paling mutlak adalah orang yang melakukan 

                                                           
106Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 05 Oktober 2017. 
107Kuswanto, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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pembiayaan tersebut wajib menjadi anggota di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur.108 Ada dua jenis orang yang mengajukan pembiayaan, yaitu:109 

1. Pertama, orang tersebut menjadi anggota di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

timur terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan pembiayaan. 

Untuk menjadi anggota KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, para 

calon anggota wajib melengkapi data yang telah ditentukan oleh 

KSPPS sebagai syarat untuk menjadi anggota di KSPPS Sri Sejahtera. 

Syarat atau data-data yang harus dilengkapi oleh calon anggota yang 

ingin menjadi anggota KSPPS, yaitu : 

a. Mempunyai KTP asli Jawa Timur 

b. Menyerahkan fotocopy KTP satu lembar 

c. Menyerahkan simpanan wajib sebesar Rp 10.000, simpanan pokok 

sebesar Rp 20.000, dan saldo awal untuk simpanan hasanah minimal 

Rp 10.000, serta biaya administrasi untuk pembukaan awal 

simpanan hasanah sebesar Rp 20.000.110 

Setelah syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka calon anggota akan 

memperoleh persetujuan dari pengurus, yang kemudian calon anggota 

tersebut sah menjadi anggota KSPPS dan dapat mengajukan 

pembiayaan di KSPPSSri Sejahtera Jawa Timur. 

2.  Kedua, yaitu orang tersebut mengajukan pembiayaan terlebih dahulu, 

baru kemudian menjadi anggota setelah beliau dihubungi oleh pihak 

                                                           
108Kuswanto dan Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
109Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
110Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10Oktober 2017. 
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KSPPS bahwa pengajuan pembiayaannya sudah di ACC dan akan 

melakukan akad atau perjanjian dengan manajer.  

Apabila sudah menjadi anggota terlebih dahulu dan ingin melakukan 

pembiayaan ija>rah, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh anggota 

tersebut yaitu datang ke KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan 

mengutarakan maksud untuk melakukan pembiayaan, yang kemudian 

mereka diwajibkan untuk melengkapi persyaratan seperti berikut : 

a. Mengisi formulir pengajuan dan melengkapinya dengan tanda 

tangan suami dan istri 

b. Melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang meliputi : 

1) Fotocopy kartu keluarga 

2) Fotocopy KTP suami istri 

3) Fotocopy surat jaminan (surat tanah) 

4) Fotocopy surat nikah 

5) Fotocopy slip gaji (jika ada) 

Kemudian, data-data di atas diserahkan ke Cutomer Service guna 

dilakukan proses pengecekan dan pertimbangan persetujuan oleh 

pengurus koperasi. Sementara anggota yang mengajukan pembiayaan 

tersebut dianjurkan untuk menunggu sampai pihak dari KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur menghubunginya. Setelah pengajuan 

pembiayaan disetujui, anggota tersebut akan dihubungi oleh pihak 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk memberitahukan bahwa 

permohonan pembiayaan pengaju telah disetujui, dan diharapkan 
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anggota tersebut untuk kembali ke KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

untuk melakukan akad pembiayaan dengan manajer. 111 

Namun apabila orang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu dan 

belum menjadi anggota, maka mereka juga diwajibkan untuk mengisi 

formulir pengajuan dan melengkapi semua persyaratan pengajuan 

pembiayaan yang telah penulis sebutkan diatas. Apabila pihak KSPPS 

menghubungi orang tersebut bahwa pengajuan pembiayaannya sudah 

di ACC, maka pengaju diharuskan datang ke kantor KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur, setelah itu barulah orang tersebut mengisi 

formulir untuk menjadi anggota dan menyerahkan simpanan wajib 

sebesar Rp 10.000, simpanan pokok sebesar Rp 20.000, dan saldo awal 

untuk simpanan hasanah minimal Rp 10.000, serta biaya administrasi 

dan materai sebesar Rp 60.000, baru kemudian melakukan akad 

perjanjian dengan manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.112 

Persyaratan dan data-data yang telah dijelaskan di atas berlaku 

untuk pengajuan semua jenis pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur, dan bukan hanya untuk pembiayaan ija>rah saja. Proses 

pengajuan pembiayaan oleh anggota hingga persetujuan oleh pihak 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan pelaksanaan akad pembiayaan 

ija>rah oleh kedua belah pihak pun sama (prosesnya) dengan 

pembiayaan lain di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. Nominal 

maksimal pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah Rp. 

                                                           
111Ibid. 
112Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal jangka waktu 

pembiayaan adalah 30 bulan atau 2.5 tahun. 

C. Akad Ija>rah pada Pembiayaan Pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur  

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur memiliki kegiatan penyaluran dana 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sendiri ada bermacam-macam jenis, 

salah satunya adalah pembiayaan  dengan menggunakan akad ija>rah. 

Salah satu pembiayaan dengan menggunakan akad ija>rah  yang diminati 

oleh masyarakat adalah pembiayaan untuk pernikahan. Tak sedikit 

masyarakatyang memilih datang keKSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

untuk melakukan peminjaman dana guna keperluan kebutuhan 

pernikahan.  

Banyak masyarakat mengetahui adanya pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur ini dari mulut ke mulut, dari satu 

anggota ke anggota yang lain, dan dari teman atau relasi manajer maupun 

karyawan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.113 Seperti yang dikatakan 

oleh Rusnanto dan Sulastri selaku anggota yang pernah mengajukan 

pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, mereka 

menyebutkan bahwa mendapatkan informasi terkait pembiayaan 

                                                           
113Kuswanto dan Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
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pernikahan dari teman dan sebelumnya mereka tidak mengetahui 

informasi tersebut.114 

Menurut Tri Agustina selaku customer service KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur,pembiayaan pernikahan ini digunakan untuk keperluan 

pernikahan seperti sewa kuwadi,katering, sound sistemdan lain-lain.115 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Sulastri selaku anggota yang 

mengajukan pembiayaan pernikahan, Sulastri mengatakan bahwa 

pembiayaan tersebut digunakan untuk menyewa kuwadi, sound system, 

catering dan keperluan lain.116 

Pada akad pembiayaan pernikahan ini hanya bersifat 

musiman,sehingga jarang sekali akad ini terjadi secara terus menerus. Di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur paling banyak orang mengajukan 

pembiayaan pernikahan adalahpada bulan dzulhijjah atau bulan-bulan 

besar, pada saat itulah KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur banyak 

mengeluarkan dana pembiayaan untuk perikahan, oleh sebab itu pada 

bulan-bulan tersebut omset pendapatan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

juga meningkat karena banyak orang yang melakukan pembiayaan ija>rah 

untuk pernikahan, pedapatan tersebutdidapatkan melalui ujrah dari 

pembiayaanija>rah yang dilakukan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa di 

bulan lain juga ada pengajuan untuk pembiayaan pernikahan, akan tetapi 

tidak sebanyak seperti pada bulan dzulhijah. Namun setelah bulan syawal 

                                                           
114Rusnanto dan Sulastri,Wawancara, Surabaya, 15Desemberr 2017. 
115Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
116Sulastri, Wawancara, Surabaya, 15Desember 2017. 
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yaitu dzulqo’dah dan muharram biasanya tidak ada pembiayaan 

perikahan.117 

Pada akad ija>rah untuk pernikahan ini sebenarnya jika dilihat secara 

pendekatan emosional memang lebih besar. Karena masyarakat yang 

ingin menikah tapi tidak memiliki dana terkadang menunda dan tidak 

segera menyegerakan pernikahan,kemudian KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timurmendukung dengan adanya pembiayaan pernikahan dan akhirnya 

masyarakat merasa sangat terbantu dan terhindar dari perbuatan yang 

tidak syariah. Kuswanto selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

juga menyebutkan bahwa tidak ada pernikahan yang gratis, sekecil 

apapun pesta pernikahahnnya pasti membutuhkan  dana.118 Dengan 

adanya permbiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

sangat membantu untuk menyegerakan pernikahan.119 

Oleh karena itu peranan lembaga keuangan seperti KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur sangat besar. Lembaga keuangan bukan hanya 

sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk 

kehidupan dunia saja akan tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah swt. Pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur ini terdapat sisi sosialnya yaitu untuk  membantu mereka 

                                                           
117Kuswanto,Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
118Ibid. 
119Rusnanto, Wawancara, Surabaya, 16Desember 2017. 
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yang sudah siap menikah tapi terhalang dana, selain  itu juga berfungsi 

mencegah orang-orang dalam berbuat maksiat.120 

Pada pembiayaan pernikahan diKSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, 

pihak KSPPS hanya menyediakan uang (dana) untuk keperluan 

pernikahan dan tidak menyediakan peralatan atau akomodasi yang 

dibutuhkan untuk pernikahan. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

memberikan uang kepada anggota sejumlah yang diajukan pada saat 

pembiayaan, kemudian anggota sendirilah yang mencari kebutuhan 

pernikahan seperti terop, kuwadi, sound system dan lain-lain, dan anggota 

membayarkan sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa.121 

Alasan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur tidak menyediakan 

peralatan atau akomodasi, karena menurut Kuswanto dan dan Tri 

Agustina KSPPS belum bekerjasama dengan penyedia jasa sewa tenda 

kuwadi, dan lain-lain, sedangkan untuk membeli sendiri peralatan 

tersebut pihak KSPPS belum mampu melakukannya. Selain itu mereka 

memiliki persepsi bahwa anggota yang mengajukan pembiayaan 

pernikahan pasti sudah mempunyai rencana tempat sendiri untuk 

menyewa terop, kuwadi, sound system dan lain-lainyang mungkin dekat 

dengan tempat tinggal atau tempat resepsi dan juga terkait dengan harga 

penyewaan.122 Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sulastri sebagai 

anggota pembiayaan pernikahan. Sulastri mengakatakan bahwa dia sudah 

                                                           
120Kuswanto,Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
121Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10Oktober 2017. 
122Kuswanto dan Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10Oktober 2017. 
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mempunyai langganan tempat sendiri untuk menyewa kuwadi sound 

system dan lain-lain.123 Menurut Kuswanto, terkadang KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur membantu menginformasikan kepada  anggota 

tempat penyewaan tenda, kuwadi dan lain-lain, namun KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur tidak bekerjasama secara langsung dengan pemilik 

tenda, panggung dan lain-lain.124 

Meskipun anggota membayarkan sendiri kepada pihak ketiga selaku 

penyedia jasa, KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur tidak merasa khawatir 

jika uang yang diberikan digunakan untuk kepentingan lain. Sebab 

menurut Kuswanto, anggota yang mengajukan pembiayaan pernikahan 

wajib mengundang beliau sebagai bukti bahwa anggota benar-benar 

melakukan pernikahan dan tidak ada penyewengan. Dan selama ini belum 

ada anggota yang melakukan penyelewengan uang (dana) yang diberikan 

oleh KSPPS.125 

Nominal maksimal pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah 

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal jangka waktu pembiayaan 

adalah 30 bulan atau 2.5 tahun. Selama ini masyarakat yang mengajukan 

pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah Rp 

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan  Rp. 50.000.0000 (lima 

puluh juta rupiah).126 Pada dua tahun terakhir jumlah pembiayaan pernikahan di 

                                                           
123Sulastri, Wawancara, Surabaya, 15Desember 2018. 
124Kuswanto, Wawancara, Surabaya, 10Oktober 2017. 
125 Ibid. 
126Kuswanto dan Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah sebanyak 35 orang.127 Selanjutnya 

penulis akan menjelaskan bagaimana alur pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur mulai dari pengajuan pembiayaan hingga perealisasian 

pembiayaan: 

1. Syarat Pengajuan 

Untuk melakukan pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur, masyarakat harus memenuhi beberapa 

persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak KSPPS, diantaranya 

adalah: 

a. Orang yang melakukan pembiayaan pernikahan wajib menjadi 

anggota di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur. (Seperti yang sudah 

penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada orang 

yang sudah menjadi anggota kemudian melakukan pembiayaan, ada 

juga orang yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu baru 

kemudian menjadi anggota. Dan pada kasus pembiayaan pernikahan 

di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur ini, yang paling sering terjadi 

adalah orang yang belum menjadi anggota mengajukan permbiayaan 

pernikahan dulu baru kemudian menjadi anggota) 

b. Orang yang melakukan pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur harus melengkapi persyaratan dan berkas-

berkas yang ditentukan oleh KSPPS 

                                                           
127File Pembiayaan Ija>rah dan Tri Agustina,Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
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c. Orang yang melakukan pembiayaan pernikahan (calon anggota)  

harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan pernikahandan 

melengkapinya dengan tanda tangan pihak yang mengajukan beserta 

ahli warisnya. 

d. Calon anggota mengumpulkan berkas berupa satu lembarfotocopy 

KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang yang mengajukan pembiayaan 

pernikahan dan fotocopy KTP  ahli waris 

e. Calon anggota mengumpulkan berkas berupa satu lembarfotocopy 

KK (Kartu Keluarga). 

f. Calon anggota mengumpulkan berkas berupa satu lembarfotocopy 

surat jaminan (surat tanah, petok D, dan letter C) 

g. Calon anggota mengumpulkan berkas berupa satu lembarfotocopy 

slip gaji (jika ada) 

h. Calon anggota pengajuan pembiayaan pernikahan bersedia 

menunggu dan disurvei untuk penilaian kelayakan pembiayaan 

pernikahan tersebut.128 

2. Mekanisme Pembiayaan 

Pada dasarnya mekanisme pengajuan pembiayaan pernikahan sama 

seperti pengajuan pembiayaan lain di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur, calon anggota akan melewati alur sebagai berikut: 

a. Calon anggota datang ke KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur untuk 

mengajukan pembiayaan pernikahan di bagian customer service 

                                                           
128Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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b. Calon anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan pernikahan 

dengan menggunakan akad ija>rah dan melengkapi semua 

persyaratan  yang telah ditentukan 

c. Customer service memeriksa berkas-berkas persyaratan yang 

diajukan oleh anggota apakah sudah sesuai dan sudah benar. 

Apabila sudah dinyatakan kebenaran dan kesesuaian berkas 

tersebut, maka selanjutnya CS memberikan berkas ke Bapak 

Kuswanto selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

d. Jika nominal pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp 10.000.000 

(sepuluh juta rupiah), maka harus ada tanda tangan dari Bapak 

Munjani selaku ketua pengurus KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, 

dan jika nominal pembiayaan yang diajukan kurang dari Rp 

10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka bisa langsung 

ditandatangani oleh Bapak Kuswanto selaku manajer, setelah itu 

berkas diberikan kepada Collecting dan Survei / Tim Kunjungan 

Anggota untuk dilakukan survei kepada anggota.  

e. Tim Kunjungan Anggota melakukan survei secara langsung ke 

lapangan untuk penilaian kelayakan pembiayaan pernikahan 

tersebut. TKA mengumpulkan data-data terkait calon anggota 

yang mengajukan pembiayaan129 

                                                           
129Zunaidi, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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f. Kemudian Tim Kunjungan Anggota menyerahkan datahasil survei 

lapangan kepada Bapak Kuswanto sebagai pertimbangan apakah 

pembiayaan tersebut disetujui atau tidak130 

g. Jika data hasil survei lapangan tidak ada kejanggalan dan anggota 

dinilai baik, maka pembiayaan akan di setujui oleh bapak 

Kuswanto. Namun jika data anggota terdapat kejanggalan dan 

hasil survei dinilai tidak baik, maka pengajuan pembiayaan tidak 

disetujui.  

h. Jika manajer menyetujui maka Customer service menghubugi 

calon anggota pengajuan pembiayaan pernikahan untuk diadakan 

akad dan perealisasian pembiayaan 

i. Jika manajer tidak setuju maka berkas akan dikembalikan ke 

anggota.131 

3. Penyelidikan Jaminan 

Jaminan pembiayaan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur adalah 

berupa surat tanah, dan lokasi tanah tersebut harus berada di wilayah 

Jawa Timur. Tim Survey akan akan melakukan penyelidikan jaminan 

dengan cara memastikan keberadaan tempat tinggal atau tanah 

jaminan, dan surat tanah yang digunakan untuk jaminan tersebut 

terdaftar atas nama siapa.132 Fungsi dari jaminan adalah untuk 

mengikat perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak 

                                                           
130 Tri Agustina dan Zunaidi, Wawancara, Surabaya, 13 Desember 2017. 
131 Tri Agustina,Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
132Zunaidi, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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dan jaminan tidak ditentukan oleh besarnya nilai pinjaman 

pembiayaan.133 

4. Pelaksanaan Akad Ijarah 

Setelah manajer menyetujui pengajuan pembiayaan pernikahan , 

maka selanjutnya KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur membuat akad 

perjanjian, akad tertulis sebagai perjanjian akad ija>rah . Pada akad 

tersebut terdiri dari 11 pasal yang diantaranya berisi tentang 2 pihak 

yang melakukan perjanjian, yaitu pihak I (pertama) adalah bapak 

Kuswanto selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, dan 

pihak II (kedua) adalah anggota yang mengajukan pembiayaan 

pernikahan.134 Dalam akad disebutkan bahwa kedua pihak membuat 

dan menandatangani akad ija>rah sesuai dengan ketentuan yang telah 

dibuat. 

Di dalam akad juga meyebutkan mengenai nominal harga pokok 

pembiayaan dan besarnya ujrah, selain itu juga disebutkan besarnya 

angsuran perbulan yang harus dibayar oleh anggota dan jangka waktu 

pelunasan pembiayaan pernikahan, dan menjelaskan segala hal yang 

harus dijelaskan di dalam akad. Diakhir akad terdiri dari tanda tangan 

kedua belah pihak dan dua orang saksi masing-masing dari kedua 

pihak. Isi akad ija>rah akan dibacakan oleh bapak Kuswanto selaku 

pihak pertama dan manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.135 

                                                           
133Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10Oktober 2017. 
134File Perjanjian Akad Ija>rah, Surabaya, 13Desember 2017. 
135Kuswanto, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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5. Proses penyaluran pembiayaan 

Setelah akad ija>rah sudah dibuat oleh KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur, maka selanjutnya adalah proses penyaluran pembiayaan, 

alurnya adalah sebagai berikut: 

a. KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur menghubungi calon anggota 

bahwa pembiayaan pernikahan yang diajukan telah disetujui dan di 

ACC, maka calon anggota diminta untuk datang ke kantor 

b. Setelah calon anggota datang ke kantor, barulah melakukan 

pembukaan rekening tabungan danmenyerahkan simpanan wajib 

sebesar Rp 10.000, simpanan pokok sebesar Rp 20.000, dan saldo 

awal untuk simpanan hasanah minimal Rp 10.000, serta biaya 

administrasi dan materai sebesar Rp 60.000, untuk menjadi 

anggota.136 

c. Setelah melakukan pembukaan rekening dan menjadi anggota, 

maka kemudian anggota melakukan akad dengan bapak Kuswanto 

selaku manajer KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

d. Bapak Kuswanto akan membacakan isi dari perjanjian akad ija>rah 

kepada anggota 

e. Apabila anggota sudah memahami semua ketentuan yang telah 

berlaku maka selanjutnya proses akad terjadi 

                                                           
136Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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f. Akad dilakukan antara KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan 

anggota serta dua orang saksi, masing-masing dari kedua belah 

pihak. 

g. Kedua belah pihak yaitu KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dan 

anggota secara bersama menandatangani surat perjanjian akad 

ija>rah 

h. Kemudian anggota menyerahkan jaminannya berupa surat tanah 

kepada KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

i. Jika akad dan penyerahan jaminan selesai dilakukan, maka 

selanjutnya pembiayaan pernikahan dapat direalisasikan 

j. Anggota menuju ke bagian keuangan atau teller untuk melakukan 

penarikan dana pembiayaan pernikahan melalui rekening yang 

telah dibuat.137 

6. Prosedur 

Di atas penulis telah menjelaskan mengenai persyaratan pengajuan 

pembiayaan pernikahan, mekanisme pengajuan pembiayaan , 

pelaksanaan akad ija>rah sampai dengan penyaluran pembiayaan 

pernikahan. Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran 

mengenai prosedur pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur,  

Gambar 1.2 prosedur pembiayaan pernikahan dengan akad ija>rah 

                                                           
137Kuswanto dan Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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D. Perhitungan Ujrah Akad Ija>rah pada Pembiayaan Pernikahan di KSPPS 

Sri Sejahtera Jawa Timur 

Dalam pelaksanaan akad ija>rah, salah satu kewajiban anggota sebagai 

penerima manfaat atas barang atau jasa adalah dengan membayar biaya 

sewa atau ujrah. Besarnya ujrah di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

ditentukan di awal pada saat melakukan pengisian formulir oleh anggota 

dan customer service.138 Besarnya ujrah di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur adalah menggunakan prosentase, penggunaan prosentase tersebut 

hanya untuk memudahkan perhitungan saja, sedangkan yang disampaikan 

kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka.139 Besarnya ujrah 

adalah sebagai berikut: 

1 tahun  = 2% 

                                                           
138Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
139Ibid. 
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2 tahun = 1,8% 

2,5 tahun = 1,65%.140 

Secara matematis, ujrah dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 

Kemudian untuk perhitungan angsuran setiap bulannya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

Contoh kasus pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur: 

Pada 20 Juni 2017 Ibu Sulastri mengajukan pembiayaan pernikahan 

di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh 

juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan adalah 2 tahun (24 bulan).141 

Besar prosentase ujrah untuk pelunasan 2 tahun adalah sebesar 1,8%. 

Maka berikut adalah perhitungan angsuran tiap bulan yang harus 

dibayarkan oleh bapak Rusnanto.142 

 

 

 

=  
30.000.000 x 1,8% x 24 + 30.000000 

24
=  

42.960.000

24
 

                                                           
140 Ibid. 
141Tri Agustina dan Sulastri, Wawancara, Surabaya, 15Desember 2017. 
142Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 

Angsuran per bulan = 

Harga Pokok x Prosentase 𝑈𝑗𝑟𝑎ℎ x Jangka Waktu + Harga Pokok

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

Ujrah= Harga Pokok x Prosentase ujra>h 

Angsuran per bulan = 

Harga Pokok x Prosentase 𝑈𝑗𝑟𝑎ℎ x Jangka Waktu + Harga Pokok

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
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        = 1.790.000/ bulan 

Maka besarnya angsuran yang harus dibayar oleh Bu Sulastri adalah 

sebesar Rp 1.790.000/ bulan setiap tanggal 20. Angsuran tersebut terdiri 

dari harga pokok dan ujrah. Jika dirinci perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

 Angsuran harga pokok perbulan = 
Harga Pokok 

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

 
Harga Pokok 

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
= 

30.000.000

24
 

= 1.250.000/bulan  

 Besarnya ujrah perbulan = Harga Pokok x Prosentase ujrah 

        = 30.000.000 x 1,8% = 540.000/ bulan 

 Apabila ditambahkan besarnya angsuran harga pokok perbulan dan ujrah  

perbulan adalah sebagai berikut: 

Rp. 1.250.000 + Rp. 540.000 = Rp. 1.790.000/bulan, sama dengan 

perhitungan dengan menggunakan rumus pertama.  

Contoh kedua: 

Bapak Rusnanto mengajukan pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) 

dengan jangka waktu pelunasan adalah 2 tahun (24 bulan).143 Besar 

prosentase ujrah untuk pelunasan 2 tahun adalah sebesar 1,8%. Maka 

berikut adalah perhitungan angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan 

oleh bapak Rusnanto;144 

 

                                                           
143Tri Agustina dan Rusnanto, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
144Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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=  
25.000.000 x 1,8% x 24 + 25.000000 

24
=  

35.800.000

24
 

        = 1.491.667 (dibulatkan menjadi 1.492.000/ bulan) 

Maka besarnya angsuran yang harus dibayar oleh pak Rusnanto adalah 

sebesar Rp 1.492.000/ bulan. Angsuran tersebut terdiri dari harga pokok 

dan ujrah. Jika dirinci perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 Angsuran harga pokok perbulan = 
Harga Pokok 

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
 

Harga Pokok 

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
= 

25.000.000

24
 

= 1.041.667/bulan (dibulatkan 1.042.00/ bulan) 

 Besarnya ujrah perbulan = Harga Pokok x Prosentase ujrah 

        = 25.000.000 x 1,8% = 450.000/ bulan 

 Apabila ditambahkan besarnya angsuran harga pokok perbulan dan ujrah  

perbulan adalah sebagai berikut: 

Rp. 1.042.000 + Rp. 450.000 = Rp. 1.492.000/bulan, sama dengan 

perhitungan dengan menggunakan rumus pertama.  

Bagi pihak yang melakukan akad ija>rah, akan dibebani ujrah per 

bulan selama uang pokok belum dilunasi. Namun apabila ia dapat 

mengembalikan uang pokok sebelum jatuh tempo dari waktu yang telah 

disepakati, maka ia tidak akan dibebani ujrah lagi. Contohnya adalah 

sebagai berikut: 

Angsuran per bulan = 

Harga Pokok x Prosentase 𝑈𝑗𝑟𝑎ℎ x Jangka Waktu + Harga Pokok

𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
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Bapak Rusnanto melakukan pembayaran angsuran dalam jangka 

waktu 24 bulan sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika bapak Rusnanto 

sudah membayar angsuran pokok dan ujrah  selama 19 bulan, dan 

berencana melunasi pembiayaan tersebut dibulan berikutnya atau bulan 

ke 20, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 Angsuran harga pokok perbulan x kurangnya jangka waktu pelunasan 

= Rp. 1.042.000 x 5 bulan 

= Rp 5.210.000 

selanjutnya ditambah dengan besarnya ujrah pada bulan ke 20 yaitu 

sebesar Rp. 450.000, maka hasilnya adalah; 

Rp. 5.210.000 + Rp. 450.000 = Rp. 5.660.000 

Maka sisa pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh bapak 

Rusnanto adalah sebesar Rp. 5.660.000, karena ujrah untuk bulan 

selanjutnya tidak dibebankan lagi kepada bapak Rusnanto. 

Di KSPPS Sri Sejahtera apabila anggota terlanbat membayar 

kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan 

perjanjian, maka KSPPS Sri Sejahtera membebankan kepada anggota 

untuk membayar denda (ta’zir) atas keterlambatan tersebut sebesar 

 Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dana dari 

denda tersebut diperuntukkan untuk dana sosial.145 

 

 

                                                           
145Surat Perjanjian akad ija>rah Pasal 7 Tentang Denda. 
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Contoh: 

Ibu Sulastri seharusnya melakukan pembayaran angsuran setiap 

tanggal 20 sesuai dengan kesepakatan, namun pada tanggal 20 di bulan ke 

18 masa pembayaran angsuran beliau tidak dapat melakukan pembayaran, 

beliau baru bisa membayar pada tanggal 25, maka beliau harus membayar 

denda sebesar Rp. 1000,- dikali dengan lamanya hari keterlambatan, yaitu 

sebesar Rp. 5.000,-.146 

Namun menurut Tri Agustina, ada anggota yang terlambat dalam 

pembayaran angsuran tetapi tidak membayar denda keterlambatan. Tri Agustina 

mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah bagi KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur, karena menurutnya pembayaran denda disamakan dengan infaq, dan 

beliau mengatakan bahwa KSPPS tidak bisa memaksa kepada anggota karena 

infaq tersebut menurutnya sesuai dengan keikhlasan dan kesadaran masing-

masing anggota, sehingga KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur membiarkan anggota 

yang tidak membayar denda, dan biasanya anggota yang terlambat tersebut 

hanya membayar angsuran saja.147 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146Sulastri, Wawancara, Surabaya, 15Desember 2017. 
147Tri Agustina, Wawancara, Surabaya, 13Desember 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS AKAD IJA>RAHPADA PEMBIAYAAN PERIKAHAN DI KSPPS 

SRI SEJAHTERA JAWA TIMUR 

 

A. Analisis Akad Ija>rah Pada Pembiayaan Pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah 

koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan 

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelolah zakat, 

infaq/sedekah, dan wakaf.148 Begitu juga pada KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur yang merupakan lembaga keuangan syariah berjenis jasa keuangan 

non bank yang memberikan pelayanan simpanan dan pembiayaan yang 

terbaik kepada anggota dan masyarakat. Salah satu pembiayaan di KSPPS 

Sri Sejahtera Jawa Timur adalah pembiayaan pernikahan dengan 

menggunakan akad ija>rah. 

Ija>rah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti (upah) atau Al’Iwa>dhu 

yang berarti ganti, dalam pengertian syariat ija>rah adalah suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.149Dalam arti yang 

luas, ija>rah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan 

jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sedangkan menurut 

                                                           
148Zuliana Ningsih, “Etika Marketer dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS MUI) Bungah”(Skripsi--UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2017), 97. 
149 Trisandi P. Usanti  dan Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

32. 

86 
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fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), akad ija>rah yaitu akad pemindahan 

hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan 

pembayaran sewa (ujra>h), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang itu sendiri.150 

Pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

menggunakan akad ija>rah, yaitu perjanjian sewa menyewa antara penyewa 

(anggota) dengan pihak yang menyewakan (KSPPS Sri Sejahtera jawa 

Timur) atas objek yang disewakan. Anggota memberikan imbalan atas 

fasilitas ija>rah yang disediakan KSPPS Sri Sejahtera jawa Timur yaitu 

berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan. Imbalan yang diberikan 

anggota dibayar setiap bulan dalam jangka waktu tertentu berupa 

angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pada awal akad. 

Dalam sebuah transaksi harus memenuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan, begitu juga pada pembiayaan ija>rah, salah satu ketentuannya 

adalah memenuhi semua rukun ija>rah. Para ulama sepakat bahwa rukun 

ija>rah adalah sebagai berikut: 

6. Aqid (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad), 

dalam hal ini  anggota sebagai penyewa dan KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur sebagai pihak yang memberikan sewa. 

7. Ma’qud ‘alaihi (objek perjanjian atau sewa), KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur sebagai pihak yang menyewakan, memberikan fasilitas ija>rah 

berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan 

                                                           
150Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional (Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2014), 55. 
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8. Manfaat, anggota dalam hal ini mendapatkan manfaat yaitu sejumlah 

uang (dana) atas fasilitas ija>rah yang disediakan KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur untuk selanjutnya digunakan memenuhi kebutuhan 

pernikahan dari penyedia jasa  

9. Upah (ujra>h)/ imbalan, anggota memberikan imbalan setiap bulan 

berupa angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan diawal 

10. Sighat (ijab dan qabul), perjanjian antara anggota dan KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

akad ija>rah untuk pembiayaan pernikahan  

Selain itu, semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga 

keuangan syariah harus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan 

Syariah Nasional menyusun peraturan dan ketentuan untuk kegiatan 

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk 

pada pembiayaan akad ija>rah. Dewan Syariah Nasional menetapkan 

peraturan tersebut dalam fatwa DSN-MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan ija>rah dimana terdapat poin yang 

menyebutkanbahwa objek akad ija>rah adalah manfaat barang atau jasa. 

Pada praktiknya, objek yang disewakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

adalah berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan. Dalam hal ini 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur hanya menyediakan uang (dana) saja, 

selanjutnya anggota sendiri yang mencari kebutuhan pernikahan seperti 

terop, kuwadi, sound system dan lain-lain, dan anggota membayarkan 
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sendiri kepada pihak ketiga selaku penyedia jasa. Hal tersebut dilakukan 

karena KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur belum bekerjasama dengan 

penyedia jasa sewa tenda kuwadi, dan lain-lain, sedangkan untuk membeli 

sendiri peralatan tersebut pihak KSPPS belum mampu melakukannya. 

Sejatinya orang yang akan melaksanakan pernikahan membutuhkan 

peralatan-pelatan seperti terop, kuwadi, sound system, katering. Maka 

seharusnya yang disediakan oleh KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur  adalah 

objek sewa peralatan atau akomodasi yang dibutuhkan untuk pernikahan. 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dapat melakukan mitra dengan 

penyedia jasa dan membayarkan uang sewa tunai kepada mitra, baru 

kemudian menyewakan kembali kepada anggota dengan pembayaran 

secara angsuran. Namun pada praktiknya yang disediakan KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur untuk pembiayaan pernikahan adalah berupa uang, 

karrena KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur tidak memiliki barang atau jasa 

(akomodasi pernikahan) yang disewakan. Dalam ketentuan dari 

pembiayanija>rah haruslah ada barang atau jasa yang akan disewakan, 

dalam hal ini adalah barang atau jasa (akomodasi pernikahan), karena hal 

tersebut adalah menjadi kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang 

atau jasa. 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur harus mampu mmengklasifiksikan 

setiap produk yang akan disewakan kepada anggota. Pernikahan 

membutuhkan peralatan-peralatan seperti terop, kuwadi, sound system, 

katering. Apabila yang dibutuhkan oleh anggota adalah terop, kwadi, dan 
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sound system maka akad yang digunakan adalah akad ija>rah, karena yang 

digunakan anggota adalah manfaat dari penggunaan terop, kwadi, dan 

sound systemsehingga  anggota hanya menyewa manfaat dari peralatan 

tersebut dan selanjutnya semua peralatan akan dikembalikan kepada 

pemilik objek sewa. Sedangkan apabila anggota membutuhkan catering 

berupa makanan untuk hidangan pernikahan maka akad yang digunakan 

adalah muraba>hah, karena makanan tersebut bukan bersifat sewa 

melainkan dibeli, dan makanan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada 

pemilik.Berbeda apabila KSPPS menyediakan peralatan makanan, akad 

yang digunakan adalah akad ija>rah.Maka KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur harus dapat mengklasifikasikan setiap produk yang dibutuhkan 

oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan pernikahan. 

Jika melihat praktik ija>rah yang terjadi di KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur dapat dikatakan bahwa uang digunakan sebagai alat komoditi 

sewa. Sedangkan kita semua mengetahui bahwa menyewakan uang 

hukumnya adalah haram. Pada salah satu syarat ija>rah menyebutkan 

bahwa manfaat barang atau jasa yang disewakan adalah  diperbolehkan 

menurut syara’. Penyaluran dana berupa uang dalam hal ini akan 

menimbulkan roblematika atas pemberian akad ija>rah tersebut, 

dikarenakan pencairan berupa uang langsung, sedangkan uang bukanlah 

sebagai barang komoditi. Dalam konsep Islam, uang tidak termasuk 

dalam fungsi utilitas karena manfaat yang didapatkan bukan dari uang itu 
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secara langsung melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk 

mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. 

Melihat mekanisme pembiayaan ija>rah yang dipraktikan, KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur tidak membayarkan sendiri atas jasa yang anggota 

butuhkan dengan  bermitra kepada penyedia jasa, KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur hanya memberi jumlah uang dengan menyerahkan kuasa 

kepada anggota untuk membayarkan atau membeli manfaat jasa yang 

dibutuhkan anggota. Hal tersebut tanpa diaplikasikan dalam akad tertulis 

dan hanya diucapkan secara lisan. Akad yang tertulis pada saat melakukan 

perjanjian adalah akad ija>rah yang berisi tentang perjanjian kedua pihak, 

nominal harga pokok pembiayaan, besarnya ujrah, angsuran perbulan yang 

harus dibayar oleh anggota dan jangka waktu pelunasan pembiayaan. 

Pada perjanjian tersebut tidak tertulis pernyataan mengenai penyerahan 

kuasa atau perwakilam oleh pihak KSPPS kepada anggota untuk 

membayarkan atau membeli manfaat jasa kepada pihak ke tiga selaku 

penyedia jasa sewa. Maka sebaiknya pada surat atau kotrak perjanjian 

akad ija>rah juga terdapat penyataan perwakilan (wakalah) secara tertulis 

sehingga antara kedua pihak dapat melakukan kesepakatan dan terhindar 

dari hal-hal yang tidak diinginkan diluar kesepakatan seperti 

penyelewengan uang (dana) yang diberikan oleh KSPPS. 
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B. Analisis Perhitungan Ujrah Akad Ija>rah Pada Pembiayaan Pernikahan 

di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur 

Transaksi ija>rah berkaitan dengan penghargaan atau jasa yang telah 

diberikan oleh seseorang atas jasa dari pekerjaannya.151Dalam 

pelaksanaan akad ija>rah, salah satu kewajiban anggota sebagai penerima 

manfaat atas barang atau jasa adalah dengan membayar biaya sewa atau 

ujra>h. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus 

ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah  seseorang  untuk 

melakukan pekerjaan. Dalam ketentuan Islam apabila seseorang menyewa 

atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka 

hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu, dan 

pembayaran upahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.152 

Sedangkan Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan ujrah dalam 

fatwa DSN-MUINo.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan 

multijasa yang menjelaskan jelaskan bahwa besar ujrah  atau fee harus 

disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan 

prosentase.153 

Penentuan besarnya ujrahdan pembayarannya di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur ditentukan dan disepakati di awal pada saat melakukan 

pengisian formulir oleh anggota dan customer service.Jika melihat hal 

                                                           
151Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah...,133. 
152Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah Jil3 (Beirut: Al kiysb al arabiy, 1971), 188. 
153Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional  (Cipayung Ciputat: Gaung Persada, 2014), 324-333. 
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tersebut maka praktik yang dilakukan oleh KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur sudah sesuai dengan ketentuan Islam, karena  pembayaran upah 

dan jangka waktu pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati di awal. Untuk penentuan dan perhitungan ujrah di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur adalah menggunakan prosentase, yaitu 1 tahun 

(2%), 2 tahun (1,8%) dan 2,5 tahun (1,65%). 

Penggunaan prosentase dalam penentuan ujrah identik dengan bunga 

di lembaga konvensional, karena besarnya bunga berbentuk prosentase 

dan dapat mengalami perubahan apabila mengalami fluktuasi di pasar 

konvensional. Namun dalam hal ini penulis sependapat dengan KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur. Penggunaan prosentase tersebut hanya digunakan 

untuk memudahkan dalam perhitungan saja, sedangkan yang disampaikan 

kepada anggota adalah dalam bentuk nominal angka. Selain itu besarmya 

ujrah yang akan dibayar oleh anggota tidak akan mengalami perubahan 

sekalipun terjadi fluktuasi seperti di lembaga konvensional. Anggota 

tetap membayar angsuran ujrah sebesar kesepakatan pada saat awal akad 

dan tidak akan berubah sampai perjanjian selesai. 

Selanjutnya adalah mengenai keterlambatan dalam pembayaran 

ujrah.Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa pengenaan 

denda keterlambatan pembayaran atau ta’zir sejatinya diperbolehkan. 

Namun besaran pengeluaran pengenaan denda sebelumnya harus 

disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan. Selain itu 
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peruntukan dana ta’zir juga harus digunakan sebagai dana sosial.  Pada 

bab 3 dijelaskan bahwa apabila  anggota terlambat membayar kewajiban 

dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian, 

maka KSPPS Sri Sejahtera membebankan kepada anggota untuk 

membayar denda (ta’zir) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. 1.000,- 

(Seribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Namun pada praktiknya, 

ada anggota yang terlambat pembayaran tetapi tidak melakukan 

kewajiban membayar denda dan KSPPS Sri Sejahtera tidak 

mempermasalahkan dan membiarkan hal tersebut. 

Apabila melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggota 

tidak melakukan kewajibannya, sedangkan kewajiban tersebut sudah 

tertulis di dalam surat perjanjian akad ija>rah Pasal 7 tentang denda dan 

sudah disepakati antara kedua pihak yaitu KSPPS Sri Sejahtera dan 

anggota. Dalam hal ini KSPPS juga tidak melakukan tindakan seperti 

mengingatkan anggota agar membayarkan kewajiban. Hal tersebut 

ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan sosial antara anggota yang 

membayar denda keterlambatan dengan anggota yang tidak membayar 

denda keterlambatan.Maka apabila ada anggota yang tidak membayar 

denda keterlambatan sebaiknya KSPPS Sri Sejahtera mengingatkan 

karena denda tersebut adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

anggota. Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan pernikahan antara 

anggota satu dan anggota lain dapat menjalankan kewajiban yang sama. 

BAB V 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah 

diuraikan penulis sebelumnya, maka dapat ditatik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur, objek yang disediakan KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur adalah berupa uang (dana) untuk keperluan pernikahan. Dalam hal 

ini KSPPS hanya menyediakan uang (dana) saja, selanjutnya anggota yang 

mencari kebutuhan pernikahandan membayarkan sendiri kepada pihak 

ketiga selaku penyedia jasa. Hal tersebut dilakukan karena pihak KSPPS 

Sri Sejahtera belum bekerjasama dengan penyedia jasa, sedangkan untuk 

membeli sendiri peralatan tersebut KSPPS belum mampu melakukannya.  

2. Perhitungan dan penentuan besarnya ujrah di KSPPS Sri Sejahtera 

JawaTimur ditentukan dan disepakati di awal, dan menggunakan 

prosentase, yaitu 1 tahun (2%), 2 tahun (1,8%) dan 2,5 tahun (1,65%). 

Penggunaan prosentase tersebut hanya untuk memudahkan dalam 

perhitungan saja, sedangkan yang disampaikan kepada anggota adalah 

dalam bentuk nominal angka. Bagi anggota yang terlambat melakukan 

pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar Rp.1.000.- untuk setiap 

hariketerlambatan, namun ada juga anggota yang tidak membayar denda 

tersebut meskipun terlambat dalam pembayaran angsuran. 

95 
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B. Saran 

1. Implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur sudah dapat dipraktikkan. Namun sebaiknya  KSPPS 

Sri Sejahtera Jawa Timur bisa melakukan mitra dengan penyedia jasa dan 

membayarkan uang sewa tunai kepada mitra, baru kemudian menyewakan 

kembali kepada anggota dengan pembayaran secara angsuran. KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur juga sebaiknya menambahkan peryataan perwakilan 

(wakalah) kepada anggotasecara tertulis  pada kontrak perjanjian yang 

dilakukan dengan aggota. 

2. Dalam pelaksanaan pembayaran ujrah sebaiknya KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur mengingatkan anggota yang tidak membayar denda keterlambatan, 

karena denda tersebut adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

anggota dan sudah disepakati bersama dalam surat perjanjian akad ija>rah. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Skripsi : Implementasi Akad Ija>rah Pada Pembiayaan Pernikahan    

(Studi Kasus Di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur) 

Nama : Siti Bariroh 

NIM  : G04214031 

Prodi/ Fakultas : Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Tujuan disusunnya pedoman wawancara ini adalah sebagai panduan 

pada saat mengumpulkan data penelitian, sehingga ketika penulis melakukan 

wawancara akan lebih terarah. Rumusan pertanyaan ini hanya sebagian besar 

dari pokok pnelitian dan dapat berkembang ketika di lapangan. Adapun 

permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Implementasi akad ija>rah pada pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, (2) Perhitungan ujrahpada pembiayaan 

pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur.  

Daftar pertanyaan di pedoman wawancara ini akan penulis pertanyakan 

kepada Manajer, Customer Service, Anggota yang mengajukan pembiayaan 

pernikahan dan karyawan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur, Berikut adalah 

pertanyaan yang disusun oleh penulis: 

Daftar pertanyaan untuk Manajer dan Customer Service: 

1. Dalam pembiayaan pernikahan ini akad apa yang digunakan antara 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur dengan anggota dan bagaimana 

penjelasannya? 
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2. Apa pertimbangan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur menggunakan akad 

ija>rah? 

3. Apa yang dijadikan objek sewa dalam pembiayaan pernikahan di Sri 

Sejahtera Jawa Timur? 

4. Menurut anda apa yang dimaksud dengan akad ija>rah? 

5. Akad ija>rah pada KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur diaplikasikan dalam 

pembiayaan apa saja? 

6. Bagaimana deskripsi pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur? 

7. Sejak kapan KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur mengeluarkan produk 

pembiayaan pernikahan? 

8. Apa saja syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan pernikahan di KSPPS 

Sri Sejahtera Jawa Timur? 

9. Bagaimana anggota mengetahui adanya pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

10. Bagaimana mekanisme penyaluran dana pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

11. Berapa jumlah minimal dan maksimal dalam pemberian dana pembiayaan 

pernikahan di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

12. Apakah dalam pembiayaan pernikahan ini terdapat jaminan?  jikalau ada 

dalam bentuk apa? dan apa fungsi jaminan tersebut? 

13. Bagaimana konsep perhitungan ujrah pada pembiayaan pernikahan ini? 
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14. Apa landasan hukum dan peraturan yang dipakai KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timurmengenai pembiayaan pernikahan ini?  

15. Adakah anggota yang tidak bisa melanjutkan pelunasan dana pembiayaan 

pernikahan ini? jika ada bagaimana solusi KSPPS Sri Sejahtera Jawa 

Timur? 

16. Apa manfaat lebih dari adanya pembiayaan pernikahan ini baik untuk 

kspps sri sejahtera? 

Daftar pertanyaan untuk Anggota yang mengajukan pembiayaan 

pernikahan: 

1. Darimana bapak/ibu tahu adanya pembiayaan pernikahan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur? 

2. Mengapa bapak/ibu memilih melakukan pembiayaan pernikahan di 

KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

3. Berapa nominal pembiayaan yang bapak/ibu ajukan di KSPPS Sri 

Sejahtera Jawa Timur? 

4. Bagaimana penentuan ujrah di KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

5. Digunakan untuk apa saja uang yang berasal dari KSPPS Sri Sejahtera 

Jawa Timur? 

6. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran 

ujrah setiap bulan kepada KSPPS Sri Sejahtera Jawa Timur? 

7. Apa manfaat dari adanya pembiayaan pernikahan ini untuk bapak/ibu? 
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Dokumentasi wawancara dengan Customer Service dan karyawan KSPPS 

Sri Sejahtra Jawa Timur. 
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